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1. PERATURAN DASAR OLAHRAGA SEPEDA MOTOR.
Peraturan Dasar Olah Raga Sepeda Motor Nasional (selanjutnya disebut
Peraturan Dasar Olahraga - PDOSN), adalah sekumpulan peraturan yang
ditetapkan oleh IMI Pusat, untuk mengatur segala kegiatan olahraga sepeda
motor di Indonesia.

2. LAMPIRAN-LAMPIRAN PERATURAN DASAR OLAHRAGA.
Lampiran-lampiran yang berkaitan dengan masing-masing bidang atau
kejuaraan, ditetapkan sesuai dengan Peraturan Nasional Olahraga Kendaraan
Bermotor (PNOKB) dan Peraturan Dasar Olahraga Sepeda Motor Nasional
(PDOSN).Peraturan baru atau tambahan yang disetujui dan ditetapkan oleh
IMI Pusat, harus dimasukkan ke dalam PDOSN atau lampiran-lampirannya.

3. KEKUATAN HUKUM.
IMI Pusat , IMI Provinsi, Anggota Asosiasi IMI, Klub, Penyelenggara dan
PelaksanaPerlombaan serta pihak-pihak (perorangan atau team) yang
berpartisipasi dalam suatu kegiatan Olahraga Sepeda Motor, dianggap telah
mengetahui dan memahami Peraturan Dasar Olahraga berikut lampiran-
lampirannya dan Peraturan Pelengkap kegiatan tersebut, serta wajib
mematuhi tanpa syarat semua ketentuan yang terkandung didalamnya,
beserta konsekuensi-konsekuensinya.

4. INTERPRETASI.
Jika terdapat perbedaan pendapat, maka kewenangan tertinggi untuk
menetapkan interpretasi tentang Peraturan Dasar Olahraga berikut lampiran-
lampirannya berada pada IMI Pusat.

5. PENYELENGGARAAN.
Kegiatan olahraga sepeda motor dapat diselenggarakan oleh :
1. IMI Pusat atau IMI Provinsi, sesuai dengan tingkat kegiatan tersebut.
2. Klub-klub atau anggota asosiasi IMI yang mendapat

kewenangan/persetujuan dari IMI Pusat atau IMI Provinsi, sesuai dengan
tingkat kegiatan yang menjadi kewenangannya.

3. Jika ada IMI Provinsi yang karena peraturan hukum dilarang mengadakan
kegiatan suatu jenis olahraga motor didaerahnya, maka IMI Provinsi
tersebut dengan seizin IMI Pusat dapat menyelenggarakan kegiatan di
daerah lain, asalkan disetujui oleh IMI Provinsi setempat.

6. PERUBAHAN ATAU PENAMBAHAN.
Setiap perubahan atau penambahan pada Peraturan Dasar Olahraga dan/atau
lampiran-lampirannya akan diumumkan berikut tanggal berlakunya.
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7. KEGIATAN/PERLOMBAAN.

7.1. Nomor Tambahan ( Supporting Race )

Pada prinsipnya perlombaan tingkat Nasional, baik Kejurnas maupun
NonKejurnas adalah perlombaaan yang tidak menutup kemungkinan untuk
melaksanakan Kejuaraan atau perlombaan tingkat dibawahnya sebagai
nomor/kelas tambahan ( “supporting race”).

“Supporting race” sebagaimana dimaksud yang dilaksanakan dalam suatu
perlombaan tingkat Nasional, harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai
berikut :
1. Tidak mengganggu jalannya lomba/race dari Kejuaraan Nasional  atau

Perlombaan Tingkat Nasional.
2. Tidak dilaksanakan secara bersama-sama dalam race yang sama dengan

Kejuaraan Nasional atau perlombaan tingkat Nasional.
3. Perlombaan hanya boleh diikuti oleh pembalap-pembalap yang berdomisili

sesuai dengan ketentuan dari tingkatan/status perlombaan ‘supporting
race’  ( misalnya : Tingkat Regional hanya dapat diikuti oleh peserta yang
memiliki KIS dari region setempat , Tingkat Provinsi hanya dapat diikuti
oleh perserta yang memiliki KIS yang dikeluarkan oleh IMI Provinsi
setempat, dst nya ).

7.2. Balap Motor dan Mobil dalam suatu Perlombaan.

Pada dasarnya dilarang menyelenggarakan lomba balap motor dan balap
mobil dalam suatu perlombaan/event di lintasan/sirkuit yang sama.
Pengecualian dapat diberikan, apabila perlombaan/event tersebut
diselenggarakan di sirkuit/lintasanyang memenuhi persyaratan yang
ditetapkan oleh IMI Pusat.
Latihan-latihan dan perlombaan untuk mobil,  harus dilaksanakan setelah
latihan-latihan dan perlombaan untuk motor selesai.

7.3. Perlombaan tidak resmi/sah.

Perlombaan tidak resmi atau tidak sah adalah perlombaan yang :
1. Tidak mendapat ijin/persetujuan dari IMI.
2. Telah mendapat ijin/persetujuan IMI, tetapi diselenggarakan dan

dilaksanakan dengan cara yang tidak memenuhi ketentuan dan/atau
peraturan-peraturan IMI.

Semua pihak yang terlibat dalam perlombaan tidak resmi atau tidak sah, baik
perorangan maupun organisasi/klub dan lain-lain (Penyelenggara, Panitia
Pelaksana, perserta, pendaftar/entrant, tim merek dan lain-lain), akan
mendapat sanksi dari IMI dengan tidak mengesampingkan peraturan dan
perundangan yang berlaku di Indonesia.
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7.4. Judul/Nama perlombaan.

Pemakaian judul “ KEJUARAAN NASIONAL”, “KEJUARAAN REGIONAL”,
“KEJUARAAN PROVINSI“ , harus atas ijin IMI dan sesuai dengan
tingkatan/status perlombaan yang diatur dalam Peraturan Nasional Olahraga
Kendaraan Bermotor ( PNOKB ).
Judul/nama tersebut dapat dipakai dalam semua dokumen resmi, iklan, poster
dan media promosi lain, setelah mendapat persetujuan dari IMI di tingkat
yang sesuai. Pelanggaran terhadap ketentuan ini akan mengakibatkan
jatuhnya sanksi dari IMI.
Judul/nama Perlombaan sebagaimana dimaksud dapat ditambah dengan
nama sponsor setelah sebelumnya mendapat persetujuan dari IMI Pusat atau
IMI Provinsi sesuai dengan tingkatan/status perlombaan tersebut.
Dalam hal ini kepada penyelenggara dapatdikenakan biaya tambahan yang
besarnya ditentukan oleh IMI Pusat atau IMI Provinsi sesuai dengan
tingkatan/status perlombaan tersebut.

7.5. Sirkuit.

Semua perlombaan harus dilaksanakan di sirkuit yang memenuhi semua
ketentuan yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Dasar Olahraga yang
terkait serta harus disahkan/disetujui oleh IMI Pusat atau IMI Provinsi, sesuai
dengan tingkatan/status perlombaan tersebut.

8. Kalender Nasional.

Setiap tahun IMI Pusat menerbitkan jadwal perlombaan yang diselenggarakan
di Indonesia sepanjang tahun. Daftar ini disebut “Kalender Kegiatan IMI Pusat
(untuk selanjutnya disebut “Kalender Nasional”).

8.1. Penetapan Kalender Nasional.

Untuk dapat menyelenggarakan Kejuaran Nasional dan Kejuaraan Regional di
tahun mendatang, pendaftaran/permohonan jadwal harus diajukan ke IMI
Pusat sebelum tanggal 30 Oktober tahun berjala.Semua pendaftaran yang
diterima oleh IMI Pusat setelah tanggal tersebut, menjadi cadangan dan
dibahas setelah pendaftaran yang diterima sebelum tanggal tersebut
diputuskan.
Sebaiknya dalam pendaftaran tersebut dicantumkan tanggal alternatif.
Semua pendaftaran tersebut akan dibahas dan disusun oleh Komisi yang
terkait untuk kemudian diusulkan melalui Biro terkait untuk diputuskan oleh
IMI Pusat setelah sebelumnya dibicarakan dalam Rakernas.

IMI Pusat berwenang untuk merubah/menetapkan tanggal penyelenggaraan
suatu Kejuaraan Nasional dan Kejuaraan Regional, dengan
mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

PERATURAN DASAR 6 OLAHRAGA SEPEDA MOTOR



1. Skala prioritas, sebagaimana tercantum pada pasal 8.2.
2. Keuntungan/manfaat maksimal dari penyelenggaraan kegiatan tersebut

bagi olahraga sepeda motor pada khususnya, dan olahraga kendaraan
bermotor pada umumnya.

3. Mencegah diselenggarakannya kegiatan olahraga yang sejenis pada
tanggal yang sama dan/atau di tempat-tempat yang berdekatan satu
sama lain.

Untuk Kejuaraan Internasional, perlombaan tingkat Internasional  tanggal
pelaksanaannya direncanakan dan diputuskan oleh IMI Pusat, setelah
sebelumnya dibicarakan dalam Rakernas.
Setiap kegiatan yang telah diputuskan dan tercantum dalam Kalender
Nasional, memiliki Nomor Izin Pendaftaran.Nomor ini harus dicantumkan
dalam semua korespondensi dengan Sekretariat IMI Pusat, semua dokoumen-
dokumen, buletin dan sebagainya, yang berkaitan dengan kegiatan tersebut.

8.2. Skala Prioritas.
Skala prioritas kegiatan olahraga sepeda motor di Indonesia ditentukan sesuai
urutan di bawah ini :

1. a. Kejuaraan Internasional ( International Championship )
b. Perlombaan tingkat Internasional ( International Non Championship )

2. a. Kejuaraan Nasional ( National Championship )
b. Perlombaan tingkat Nasional ( National Non Championship )

3. a. Kejuaraan Regional ( Regional Championship )
b. Perlombaan tingkat Regional ( Regional Non Championship )

4. a. Kejuaraan Provinsi ( Provincial Championship )
b. Perlombaan Tingkat Provinsi ( Provincial Non Championship )

5. a. Kejuaraan Klub ( Club Championship )
b. Perlombaan Tingkat Klub ( Club Non Championship )

8.3. Penambahan dan Perubahan Kalender Nasional.

8.3.1. Kalender Kegiatan Kejuaraan Nasional dan Kejuaraan Regional.

Apabila IMI Provinsi tidak dapat menerima alokasi tanggal pelaksanaan yang
ditetapkan oleh IMI Pusat, maka IMI Provinsi yang bersangkutan dapat
mengajukan pembatalan, pendaftaran ulang (baru) atau permohonan
perubahan tanggal beserta penjelasan tentang sebab-sebabnya.
Pendaftaran ulang harus diajukan selambat-lambatnya 15 hari setelah tanggal
pelaksanaan tersebut ditetapkan (Rakernas). Jika permohonan penundaan
tersebut ditolak, maka yang bersangkutan dapat membatalkan pendaftaran
kegiatan tersebut dan IMI Pusat dapat memberikan hak penyelenggaraan
kepada IMI Provinsi lain sesuai tanggal yang ditetapkan.
Permohonan penundaan yang disampaikan setelah batas waktu tersebut di
atas akan ditolak.
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Dalam keadaan yang oleh IMI Pusat dinilai “force majeure” IMI Pusat berhak
merubah tanggal penyelenggaraan Kejurnas yang telah tercantum dalam
Kalender Nasional.

Apabila terjadi pembatalan, termasuk pembatalan akibat permohonan
penundaan yang ditolak, maka kepada IMI Provinsi yang bersangkutan
dikenakan sanksi sebagai berikut :
1. Sebagaimana tercantum dalam pasal 8.4.
2. Hilangnya kesempatan (hak) IMI Provinsi tersebut untuk

menyelenggarakan Kejurnas di tahun berikutnya.

Atas permohonan IMI Provinsi terkait, IMI Pusat dapat membatalkan sanksi-
sanksi tersebut di atas, dengan ketentuan bahwa pembatalan kegiatan
tersebut terpaksa dilakukan karena hal-hal sebagai berikut :
a.  Sedikitnyanya jumlah pembalap yang terdaftar.
b. Timbulnya keadaan-keadaan yang dinilai oleh IMI Pusat sebagai “force

majeure”.

Penundaan selama tidak lebih dari 24 jam yang terpaksa dilakukan akibat
timbulnya hal-hal yang tidak dapat dihindarkan, tidak termasuk/dianggap
penundaan.

8.3.2. Perlombaan Tingkat Nasional dan Perlombaan Tingkat Regional (Non
Championship).

Pendaftaran kegiatan-kegiatan tingkat Nasional dan tingkat Regional ( Non
Championship)   yang terlambat diajukan, masih dapat diterima sampai batas
waktu 3 (tiga) bulan sebelum tanggal penyelenggaraan.
Permohonan penundaan atau pembatalan bagi kegiatan yang terlambat
didaftarkan tersebut, harus diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan
sebelum tanggal penyelenggaraan.
Baik sekretariat IMI Pusat maupun para pembalap yang mendaftarkan diri,
harus diberitahu mengenai penundaan atau pembatalan tersebut.
Penundaan selama tidak lebih dari 24 jam yang terpaksa dilakukan akibat
timbulnya hal-hal yang tidak bisa dihindari, tidak dianggap penundaan.
Jika terjadi penundaan, maka formulir pendaftaran peserta yang telah
diterima oleh penyelenggara, tetap sah/berlaku apabila pendaftar/pembalap
yang bersangkutan memberikan konfirmasi telah menerima pemberitahuan
tentang penundaan tersebut.
Sanksi-sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 8.4.tetap diberlakukan.

8.4. Biaya Pendaftaran dan Denda.
Besarnya biaya pendaftaran untuk setiap kegiatan, ditentukan oleh IMI Pusat
atau IMI Provinsi sesuai dengan tingkatan/status perlombaantersebut.
Kepada Penyelenggara yang telambat mendaftarkan kegiatannya, atau
melakukan penundaan, atau melakukan pembatalan akan dikenakan denda
yang besarnya ditentukan oleh IMI Pusat.
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Apabila penundaan atau pembatalan suatu kegiatan disebabkan oleh hal-hal
yang oleh IMI Pusat dikategorikan “force majeure”, maka kepada
Penyelenggara tidak dikenai denda.

8.5. Pendaftaran Kegiatan/perijinan.

8.5.1  Tata cara pendaftaran/perijinan.

Dalam surat pendaftaran/permohonan ijin suatu kegiatan harus dicantumkan :
1. Nama dan jenis kegiatan tersebut
2. Tanggal dan tempat penyelenggaraan
3. Penyelenggara

Apabila kegiatan tersebut diselenggarakan oleh klub, maka dicantumkan
pula nama Ketua dan Sekretaris serta alamat lengkap klub tersebut.

4. Susunan sementara dan nama-nama Panitia Penyelenggara
5. Nama-nama yang dicalonkan menjadi Pimpinan Perlombaan

Apabila permohonan izin tersebut diluluskan, maka selambat-lambatnya 2
(dua) bulan sebelum tanggal penyelengaaraan, penyelenggara harus
mengirimkan :
a. Susunan lengkap Panitia Penyelenggara dan Panitia Pelaksana
b. Rancangan Peraturan Pelengkap Lomba
c. Denah (lengkap dan rinci) sirkuit/arena yang akan digunakan, rencana

pengamanan (safety) baik medik maupun non medik

8.5.2. Surat pendaftaran/permohonan ijin dan berkas-berkas tersebut di atas
dikirmkan ke IMI Pusat atau IMI Provinsi, sesuai dengan Tingkatan/Status
Perlombaan tersebut.

8.5.3. Pendaftaran/permohonan ijin untuk kegiatan yang terdiri dari beberapa
putaran perlombaan, dapat diajukan bersama sekaligus.

9. KEJUARAAN NASIONAL dan KEJUARAAN REGIONAL  (Seri).

9.1. Kriteria.
Suatu seri/putaran Kejuaraan Nasional atau Kejuaraan Regional, harus terdiri
dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) putaran dan sebanyak-banyaknya 11
(sebelas) putaran. Semua putaran tersebut harus tercantum dalam Kalender
Nasional.

9.2. Syarat penyelenggara
IMI Provinsi yang berkeinginan menyelenggarakan salah satu
putaranKejurnas atau Kejuaraan Regional, harus sudah pernah
menyelenggarakan kegiatan sejenis dengan standar perlombaan tingkat
nasional sebanyak 2 kali dalam kurun waktu 2 tahun sebelumnya. Satu
diantara kegiatan tersebut, diselenggarakan di tempat/sirkuit yang akan
digunakan untuk Kejurnas atau Kejuaraan Regional dan tempat/sirkuit
tersebut telah dinyatakan layak oleh IMI Pusat.
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Apabila jumlah IMI Provinsi yang mendaftar untuk dapat menyelenggarakan
Kejurnas lebih banyak dari jumlah putaran Kejurnas atau Kejuaraan Regional
yang akan diselenggarakan, maka IMI Pusat atas usul Komisi yang terkait,
dapatmenambah atau meningkatkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh
IMI Provinsi untuk dapat menyelenggarakan putaran Kejurnas atau Kejuaraan
Regional.

9.3. Tanggung Jawab Penyelenggaraan.

Pada dasarnya penyelenggaraan Kejurnas atau Kejuaraan Regional
merupakan hak/wewenang IMI Pusat. Selanjutnya hak/wewenang tersebut
didelegasikan kepada IMI Provinsi. Dengan demikian maka IMI Provinsi yang
akan memikul tanggung jawab sepenuhnya atas penyelenggaraan dan
pelaksanaan kegiatan tersebut, walaupun kegiatan tersebut diselenggarakan
oleh klub/badan lain. Dengan kata lain, yang mempertanggungjawabkan
secara langsung kepada IMI Pusat adalah IMI Provinsi.

9.4. Penentuan pemenang (Peringkat).

Dalam menentukan pemenang atau peringkat akhir dari suatu seri kejuaraan,
semua putaran perlombaan yang diselenggarakan dalam rangka kejuaraan
tersebut akan dijadikan perhitungan.
Penentuan pemenang atau peringkat akhir dari suatu seri kejuaraan,
didasarkan atas jumlah angka yang diperoleh para peserta di setiap putaran
perlombaan dalam seri kejuaraan tersebut, setelah mempertimbangkan
peraturan-peraturan yang berlaku dalam kejuaraan tersebut.

9.5. Nilai Sama.

9.5.1. Apabila ada lebih dari satu pembalap memperoleh angka yang sama di akhir
perlombaan suatu kelas yang terdiri dari beberapa Race, maka pemenang
atau yang mendapat posisi/peringkat lebih tinggi diberikan kepada (secara
berturut-turut) :
1. Pembalap yang lebih sering berada di posisi/peringkat lebih tinggi.
2. Pembalap yang memiliki posisi/ peringkat lebih tinggi pada lomba Race

terakhir.
3. Pembalap yang memiliki posisi/ peringkat lebih tinggi pada Race sebelum

Race terakhir.

9.5.2. Apabila pada akhir suatu seri kejuaraan, nilai sama diperoleh oleh lebih dari
satu pembalap, maka pemenang atau posisi/peringkat yang lebih tinggi dalam
kejuaraan keseluruhan seri tersebut diberikan kepada (berturut-turut) :
1. Pembalap yang pernah menduduki posisi tertinggi diantara mereka yang

memiliki nilai yang sama.
2. Pembalap yang lebih sering berada di posisi/ peringkat yang lebih tinggi
3. Pembalap yang memiliki posisi/peringkat yang lebih tinggi pada

perlombaan putaran terakhir
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9.6 Hadiah.

9.6.1 Perlombaan Tingkat Nasional/Regional Berbentuk Seri (Kejurnas
atau non Kejurnas).

Hadiah untuk tiap putaran untuk masing-masing kelas :
Juara 1 : Trofi
Juara 2 : Trofi
Juara 3 : Trofi

Hadiah untuk pemenang keseluruhan putaran sekurang-kurangnya :
Juara 1 : Trofi

9.6.2 Perlombaan Tingkat Nasional / Regional Non Seri.

Hadiah untuk pemenang masing kelas :
Juara 1 : Trofi
Juara 2 : Trofi
Juara 3 : Trofi

9.6.3 Perlombaan Tingkat Daerah yang Berbentuk Seri
Ditentukan oleh IMI Provinsi setempat.

9.6.4 Perlombaan Tingkat Daerah Non Seri.
Ditentukan oleh IMI Provinsi setempat.

9.6.5 Hadiah Piala/Trofi bergilir.
Apabila dalam suatu perlombaan/kejuaraan disediakan Piala/Trofi bergilir,
maka diberlakukan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
1. Piala/Trofi bergilir disediakan, setelah mendapat persetujuan dari IMI

Pusat atau IMI Provinsi sesuai kategori perlombaan/kejuaraan tersebut.
2. Pemenang yang memperoleh Piala/Trofi bergilir tersebut, harus

bertanggung jawab sepenuhnya atas kerusakan yang mungkin timbul
dan/atau kehilangan (Piala/Trofi) selama periode Piala atau Trofi tersebut
berada padanya.

3. Penyelenggara harus menyediakan sertifikat/plakat/replika dari Piala/Trofi
tersebut (dengan ukuran yang berbeda), yang diserahkan kepada
pemenang Piala/Trofi bergilir tersebut.

9.6.6 Hadiah Piala/Trofi bergilir.
Hadiah untuk pemenang keseluruhan putaran dapat diberikan kepada
parapemenang satu kelas tertentu atau lebih, sesuai dengan ketentuan yang
tercantum dalam Peraturan PelengkapLomba.
Hadiah-hadiah trofi tersebut di atas dapat ditambah jumlahnya dan/atau
dengan hadiah lain berbentuk uang atau barang, yang nilainya ditentukan
oleh peraturan IMI Pusat atau IMI Provinsi sesuai dengan kategori kegiatan
tersebut.
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10. OFFISIAL NASIONAL.

10.1 Definisi.
Yang dimaksud Offisial Nasional adalah mereka yang memiliki kemampuan
dan pengetahuan untuk menjadi anggota Panitia Pelaksana kegiatan olahraga
tingkat Nasional sepeda motor sesuai dengan kecakapannya.

10.1.1 Pelaksanaan dan Pengendalian.
Pelaksanaan dan pengendalian suatu kegiatan/perlombaan menjadi tugas dan
tanggung jawab Panitia Pelaksana.

10.1.2 Panitia Pelaksana.
Panitia Pelaksana terdiri atas :

1. Pimpinan Perlombaan dan Wakilnya
2. Sekretaris Perlombaan
3. Ketua Tim Pemeriksa Teknik
4. Petugas Start
5. Petugas Finish
6. Pencatat Waktu
7. Kepala Seksi Medik (Dokter)
8. Petugas-petugas Pengamanan (Safety)
9. Petugas-petugas lain yang diperlukan untuk menjamin kelancaran

jalannya perlombaan

Semua petugas-petugas di atas beserta pembantu-pembantunya, berada di
bawah kepemimpinan serta bertanggung jawab kepada Pimpinan
Perlombaan.

Panitia Pelaksana dilarang merangkap sebagai peserta.

10.2. Pengangkatan Anggota Panitia Pelaksana.

10.2.1 Kejuaraan Nasional dan Kejuaraan Regional.

Pimpinan Perlombaan ditunjuk dan/atau disetujui oleh IMI Pusat.
Anggota Panitia pelaksana lainnya, ditunjuk dan diangkat oleh PengprovIMI
yang terkait atau Penyelenggara, setelah memperhatikan dengansungguh-
sungguh saran dari Pimpinan Perlombaan.

10.2.2 Perlombaan Tingkat Nasional/Regional ( Non Kejuaraan ).

Pimpinan Perlombaanditunjuk dan/atau disetujui oleh IMI Provinsi
/Penyelenggara setelah mendapat persetujuan dari IMI Pusat.
Anggota Panitia pelaksana lainnya, ditunjuk dan diangkat oleh PengprovIMI
yang terkait atau Penyelenggara, setelah memperhatikan dengansungguh-
sungguh saran dari Pimpinan Perlombaan.
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10.2.3 Perlombaan Tingkat Provinsi dan Perlombaan Tingkat Klub /Lokal.
Pengangkatan anggota Panitia Pelaksana mengikuti prosedur yang tecantum
dalam pasal 10.2.1 dan 10.2.2, tetapi di sini yang mengangkat dan/atau
menyetujui bukan IMI Pusat melainkan IMI Provinsi setempat.

10.3. Persyaratan Kualifikasi Untuk Offisial Nasional
Untuk memperoleh kualifikasi tersebut, seseorang harus mengikuti dan lulus
dalam seminar yang diadakan oleh IMI Pusat.
IMI Pusat akan melengkapi mereka yang dinyatakan lulus dengan
LisensiNasional sesuai dengan bidang dan kualifikasinya masing-masing.
IMI Pusat akan mengeluarkan daftar nama Offisial Nasional. Perubahan
baikpenambahan atau penghapusan nama pada daftar tersebut, merupakan
hak dan wewenang IMI Pusat.
Semua kegiatan/perlombaan di Indonesia, sekurang-kurangnya untuk jabatan
Pimpinan Perlombaan dan Ketua Pemeriksa Teknik ( Scrutineer) harus
dilaksanakan oleh personil yang telah memiliki Lisensi yang sesuai untuk
jabatan masing-masing.

11. DEWAN JURI.

11.1. Komposisi.
Dewan Juri harus terdiri dari Ketua Dewan dan 2 (dua) orang Anggota Dewan.
Baik Ketua maupun anggota-anggota tersebut diatas memiliki hak suara
(Voting Right) yang sama.
Ketua dan salah satu Anggota Dewan Juri untuk Kejuaraan Nasional dan
Kejuaraan Regional, ditetapkan oleh IMI Pusat setelah menerima usulan dari
Komisi yang terkait, sementara 1 (satu) orang Anggota lainnya ditetapkan
oleh IMI Provinsi setempat.
Pada perlombaan Tingkat Nasional dan Tingkat Regional Non Kejuaraan,
Panitia Penyelenggara atau IMI Provinsi yang terkait dapat mengajukan nama-
nama calon Ketua danAnggota Dewan Juri kepada IMI Pusat dan selanjutnya
apabila disetujui akan diangkat/ditetapkan oleh IMI Pusat.
Ketua dan Anggota Dewan Juri pada Kejuaraan Provinsi dan Kejuaraan Klub di
tunjuk dan diangkat IMI Provinsi yang terkait.
Pada kegiatan Tingkat Provinsi dan Tingkat Klub non Kejuaraan, Panitia
Penyelenggara dapat mengajukan nama-nama calon Ketua dan Anggota
Dewan Juri untuk kemudian disetujui oleh IMI Provinsi.

11.2. Ketua Dewan Juri.
Ketua Dewan Juri diangkat/ditetapkan oleh IMI Pusat atau IMI Provinsi sesuai
kategori perlombaan tersebut.
Kewenangan dan tugas Dewan Juri :
1. Menilai dan memastikan keputusan-keputusan yang dibuat oleh Dewan

Juri sesuai dengan Peraturan Dasar Olahraga berikut Lampiran-
lampirannya, Peraturan lain yang dikeluarkan oleh IMI Pusat serta
Peraturan Pelengkap Lomba tersebut.
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2. Menetapkan jadwal rapat Dewan Juri serta mengadakan rapat khusus
(apabila dipandang perlu diadakan).

3. Mengundang pihak-pihak lain (selain Angota-anggota Dewan Juri), untuk
menghadiri rapat-rapat Dewan Juri.

4. Berhubungan (berkomunikasi) dengan utusan-utusan IMI.
5. Menandatangani -bersama Sekretaris Dewan Juri- semua keputusan yang

dibuat oleh Dewan Juri.
6. Bersama Pimpinan Perlombaan, menandatangani hasil-hasil perlombaan.
7. Bersama Pimpinan Perlombaan dan Anggota Dewan Juri menyusun dan

mengirim dokumen-dokumen berikut ini ke IMI Pusat.
a. Laporan tentang kegiatan tersebut
b. Laporan rinci tentang protes yang diajukan oleh pembalap/peserta

beserta berkas protes tersebut.
Dalam Kejuaraan Nasional dan Kejuaraan Regional, dokumen tersebut harus
sudah terkirim dan diterima IMI Pusat dalam waktu 72 jam setelah selesainya
perlombaan tersebut.

11.3. Tugas dan Wewenang Dewan Juri.
1. Membuat perubahan pada Peraturan Pelengkap Lomba, apabila

dipandang perlu.
2. Panitia Penyelenggara dan/atau Panitia Pelaksana harus mengumumkan

secara tertulis dan memberitahukan perubahan dari Peraturan Pelengkap
Lomba sebagaimana dimaksud butir 1. kepada para peserta.

3. Mendengar/menerima laporan-laporan Pimpinan Perlombaan, Sekretaris
Perlombaan, Anggota Panitia lain yang terkait (bila perlu), tentang hal-hal
sebagai berikut :
a. Persiapan dan kesiapan semua bidang untuk melaksanakan kegiatan

tersebut.
b. Persiapan-persiapan dan prosedur pelaksanaan pengamanan

(security), keselamatan (safety) baik medik maupun non medik.
c. Pelaksanaan kegiatan tersebut, mulai pendaftaran, pemeriksaan

tehnik, latihan-latihan, perlombaan dan hasil-hasilnya.
4. Membahas protes-protes yang diajukan oleh peserta dan membuat

keputusan berkaitan dengan protes tersebut.

5. Menjatuhkan sanksi kepada peserta atau peserta-peserta yang melanggar
ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Dasar Olahraga berikut
lampiran-lampirannya, Peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh IMI
Pusat dan/atau Peraturan Pelengkap Lomba tersebut.

6. Disamping Pimpinan Perlombaan, Dewan Juri juga berhak
menetapkan/memutuskan :
a. Penundaan start suatu nomor lomba.
b. Penghentian suatu nomor lomba sebelum waktunya (prematur).
c. Pembatalan suatu nomor-nomor lomba.
d. Agar diadakan perbaikan pada sirkuit/jalur tetap.
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Keputusan-keputusan tersebut di atas dapat diambil dengan atau tanpa
usulan dari Panitia, karena alasan keselamatan (safety) yang mendesak atau
dengan alasan-alasan lain yang termasuk kategori “Force Majeure”.
Merupakan tugas dari Pimpinan Perlombaan untuk melaksanakan keputusan-
keputusan tersebut dengan sebaik-baiknya.

11.4. Rapat Dewan Juri.
Rapat-rapat Dewan Juri dapat diadakan secara rutin sesuai jadwal yang telah
ditetapkan oleh Ketua Dewan Juri atau sewaktu-waktu (diluar jadwal) apabila
dipandang perlu.
Rapat Dewan Juri dinyatakan sah apabila jumlah yang hadir mencapai quorum
atau sebesar 2/3 anggota Dewan Juri.
Selain Dewan Juri berikut ini adalah daftar mereka yang dapat menghadiri
rapat-rapat Dewan Juri tanpa hak suara :1
1. Pengurus IMI Pusat atau IMI Provinsi sesuai dengan tingkatan kegiatannya
2. Koordinator dan Anggota Komisi yang terkait.
3. Utusan IMI ( IMI Officer).
4. Utusan IMI Provinsi (hanya pada sidang pertama).
5. Ketua IMI Provinsi setempat.

11.4.1 Rapat Rutin.

Jadwal dan agenda Rapat Dewan Juri ditetapkan sepenuhnya oleh Ketua
Dewan Juri. Pada umumnya jadwal rapat Dewan Juri dan agendanya adalah
sebagai berikut :
1. Rapat Pertama

Rapat   yang   diadakan   sebelum   berlangsungnya   kegiatan,
yangmembicarakan dan menetapkan antara lain :
a. Peraturan Pelengkap Lomba.

Dewan Juri berhak untuk mengadakan perubahan termasuk
penambahan atau pengurangan, bila dipandang perlu.

b. Laporan-laporan Pimpinan Perlombaan atau anggota Panitia yang
lain (bila dipandang perlu) tentang hal-hal sebagai berikut :
1) Persiapan dan kesiapan Petugas/Panitia untuk melaksanakan

kegiatan tersebut.
2) Rencana, persiapan serta tata cara pelaksanaan penanganan

keselamatan (safety) baik medik maupun non medik.
3) Segala sesuatu tentang peserta (jumlah, ijin start, lisensi, dll).
4) Hasil pengawasan Dewan Juri dan pelaksanaan instruksi dari

Utusan IMI tentang sirkuit dan hal lain serta kesesuaiannya
dengan peraturan-peraturan yang ditetapkan IMI Pusat tentang itu.

5) Jadwal perlombaan dan lain-lain.
2. Rapat kedua

Rapat yang diadakan setelah selesainya pemeriksaan teknik, untuk
mendengar laporan Pimpinan Perlombaan atau Ketua Tim Pemeriksa
Teknik tentang hasil-hasil pemeriksaan teknik yang telah dilaksanakan.
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3. Rapat ketiga
Rapat ini diadakan setelah selesainya latihan-latihan resmi.
Dalam rapat ini didengar laporan Pimpinan Perlombaan tentang jalannya
latihan serta hasil-hasil latihan kualifikasi, yang menentukan posisi start
masing-masing perserta.

4. Rapat keempat
Rapat yang diadakan setelah perlombaan berakhir, mendengar laporan
Pimpinan Perlombaan tentang jalannya perlombaan dan hasil
pemeriksaan teknik terhadap motor-motor para pemenang.
Dalam rapat ini, Dewan Juri mensahkan hasil-hasil tersebut.

11.4.2 Rapat-rapat Khusus.
Rapat-rapat khusus diadakan apabila :
1. Ada kecelakaan baik diwaktu latihan maupun perlombaan.
2. Timbul keadaan-keadaan yang termasuk kategori “force majeure” (baik

karena cuaca maupun hal lain), yang dapat menggangu jalannya
perlombaan atau bahkan membahayakan semua pihak yang terkait dalam
kegiatan ini (peserta, petugas/panitia dan lain-lain).

3. Adanya protes yang diajukan oleh peserta, baik mengenai jalannya
perlombaan atau hasil sementara perlombaan.

11.5. Keputusan Dewan Juri
Rapat Dewan Juri dinyatakan sah apabila jumlah yang hadir mencapai
quorum atau sebesar 2/3 anggota Dewan Juri.
Keputusan-keputusan Dewan Juri diambil berdasarkan jumlah suara
terbanyak dalam pemungutan suara.
Semua keputusan Dewan Juri harus diumumkan sesegera mungkin.

11.6. Batas Kewenangan dan Tanggung Jawab Dewan Juri.
Dewan Juri bertindak selaku Pengawas Tertinggi dalam suatu kegiatan, tapi
hanya pada hal-hal yang berkaitan dengan penerapan Peraturan.

Dasar Olahraga beserta lampiran-lampirannya, Peraturan-peraturan lain yang
dikeluarkan oleh IMI dan Peraturan Pelengkap Lombakegiatan tersebut.
Dengan demikian, Dewan Juri (baik Ketua maupun Anggota) bertanggung-
jawab :
1. Hanya kepada IMI Pusat atau IMI Provinsi sesuai tingkatan/status

kegiatan tersebut.
2. Untuk segala aspek keolahragaan dari penyelanggaraan dan pelaksanaan

kegiatan tersebut.

Panitia Penyelenggara adalah satu-satunya pihak yang memikul semua
tanggung jawab berkaitan dengan hukum dan peraturan negara tentang
penyelenggaraan kegiatan tersebut.
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11.7. Laporan/Catatan Rapat Dewan Juri.

Catatan Rapat Dewan Juri disiapkan oleh Sekretaris Dewan Juri serta
ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Juri.
Catatan bersama dengan laporan lengkap mengenai perlombaaan tersebut
harus dikirim ke IMI (IMI Pusat atau IMI Provinsi tergantung pada
tingkatan/status kegiatan tersebut) selambat-lambatnya 72 jam setelah
selesainya kegiatan.
Dalam laporan-laporan tersebut harus dicantumkan secara lengkap dan rinci
tentang :
1. Keputusan-keputusan yang diambil pada perlombaan dan termasuk yang

berhubungan dengan adanya protes. ( copy protes harus ikut
dilampirkan).

2. Kecelakan yang terjadi serta tindakan yang diambil Panitia Pelaksana.
3. Ketidaksesuaian pelaksanaan dengan peraturan-peraturan IMI.
4. Penilaian Dewan Juri dengan penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan

tersebut.
5. Hal-hal lain yang dipandang perlu untuk disampaikan.

12. UTUSAN IMI

IMI dapat menunjuk seorang atau lebihUtusan IMI (IMI Officer) untuk suatu
perlombaan bila dipandang perlu.Utusan IMI adalah sebagaimana yang diatur
dalam Peratusan Nasional Olahraga Kendaraan Bermotor ( PNOKB), yang
pada pokoknya bertugas untuk mengamati dan memastikan bahwa
perlombaan berjalan sesuai dengan ketentuan dan peraturan IMI.

IMI Provinsi dapat mengirim utusan ke Kejuaraan Nasional atau Kejuaraan
Regional dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
1. Apabila Pembalap-pembalap dari provinsi tersebut mengikuti kegiata

tersebut.
2. Mengirimkan pemberitahuan tentang pengiriman utusan Pengprov pada

IMI Pusat dan Panitia Penyelenggara, selambat-lambatnya 30 hari
sebelum tanggal penyelenggaraan, dengan mencantumkan nama dan
jabatan utusan tersebut dalam kepengurusan IMI Provinsi.

3. Utusan tersebut minimal harus memiliki Lisensi Dewan Juri.
4. Utusan IMI Provinsi harus dilengkapi dengan surat tugas dari IMI Provinsi

yang bersangkutan.

Utusan IMI Provinsi bertindak selaku wakil dari IMI Provinsi yang
bersangkutan dan para pembalap/peserta yang terdaftar atas nama IMI
Provinsi yang bersangkutan.

Utusan IMI Provinsi berhak untuk :
1. Menghadiri rapat Dewan Juri (atas undangan Ketua Dewan Juri).
2. Menerima semua dokumen yang dikeluarkan Panitia Penyelenggara,

termasuk keputusan-keputusan Dewan Juri.
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3. Memberikan penjelasan kepada Dewan Juri baik tentang pertanyaan atau
protes-protes yang diajukannya, selaku wakil dari Pembalap yang
terdaftar atas nama IMI Provinsi.

4. Memperoleh tanda masuk (pas) untuk berada di tempat-tempat penting di
arena kegiatan tersebut.

13. WASIT/REFEREE.
Wasit/Referee adalah orang yang ditunjuk untuk bertindak sebagai Pengawas
Tertinggi pada kegiatan tingkat Provinsi, apabila dalam kegiatan tersebut tidak
ada Dewan Juri.

14. PESERTA.

14.1. Peserta Suatu Kegiatan.
Yang termasuk kategori Peserta dalam suatu kegiatan :

1. Pembalap :  Pengendara sepeda motor dalam perlombaan.
2. Pendaftar/Entrant : Perorangan, Klub atau Badan-badan lain yang

berpartisipasi dalamkegiatan dengan mendaf-
tarkan pembalap atas namanya/Teamnya.

3. Produsen/Manufacturer : Badan Usaha yang memiliki Lisensi IMI
(Manufacturer Licence), sehingga
berhak untuk mewakili Produsen

/Manufacturer nya dalam perlombaan.

Maksimum starter dalam satu event balap motor adalah : 400 starter.

14.2. Hasil-hasil Lomba dan Publikasi.

Semua peserta yang berpartisipasi dalam suatu kegiatan berhak menerima
hasil-hasil perlombaan yang sah dan keputusan-keputusan Dewan Juri.
Para peserta tidak memiliki hak untuk berkeberatan/menentang publikasi
menyangkut hal-hal tersebut di atas kepada umum.
Peserta harus bertanggung jawab dan dapat menjamin bahwa iklan-iklan
komersial yang dibuat untuk dan atasnama mereka dalam kaitan dengan
kegiatan yang diikutinya berdasarkan fakta-fakta yang benar serta tidak
menimbulkan penafsiran ganda.
Publikasi berkenaan dengan Nama Entrant/Team atau Nama
Produsen/Manufacturer hanya diperkenankan dilakukan oleh peserta
sebagaimana diatur dalam 14.1. sesuai dengan Nama Entrant/Team atau
Nama Produsen/Manufacturer yang didaftarkannya pada IMI.
Kelalaian untuk memenuhi ketentuan tersebut diatas dapat berakibat pada
dijatuhkannya sanksi kapada Peserta oleh IMI.

14.3. Usia Pembalap

Usia  minimal  Pembalap adalah sesuai dengan Peraturan Olahraga dari
masing-masing jenis kegiatannya.
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Bagi yang belum mencapai batas usia kepemilikan SIM ( 17 tahun) diijinkan
mengajukan permohonan KIS dengan melampirkan :
a. Surat Keterangan Ijin Orangtua di atas kertas bermaterai.
b. Fotokopi KTP Orangtua.

Untuk mendapatkan KIS dan mengikuti perlombaan, pembalap dengan usia
40 tahun ke atas harus dapat menunjukan Surat Keterangan Sehat dari Dokter
dan melampirkan hasil pemeriksaan kesehatan yang intensif termasuk
pemeriksaan jantung (EKG).

14.4. Pertanggung Jawaban.

Semua pesertasebagaimana tercantum dalam pasal 14.1.dalam suatu
kegiatan, tidak membebani IMI Pusat, IMI Provinsi, Klub, Panitia
Penyelenggara, Panitia Pelaksana beserta seluruh Pengurus, anggota Panitia
dan Petugas, baik secara organisasi maupun secara perorangan, dengan
sebagian dan/atau seluruh tanggung jawab atas setiap atau semua kerusakan
- baik sebagian maupun keseluruhan -, kehilangan, cidera, dalam bentuk
apapun dan/atau bagaimanapun, yang mungkin atau telah terjadi dalam suatu
kegiatan baik semasa latihan-latihan maupun dalam perlombaan.
Disamping itu, para peserta tanpa membebani dan melibatkan IMI Pusat, IMI
Provinsi, Klub, Panitia Penyelenggara, Panitia Pelaksana besertaseluruh
Pengurus, Anggota Panitia dan Petugas, baik secara organisasi maupun secara
perorangan, harus menjamin pemberian ganti rugi kepada pihak ketiga atas
kerusakan, kehilangan dan/atau cidera dalam bentuk apapun yang timbul
akibat adanya kejadian yang melibatkan peserta yang bersangkutan baik
secara langsung maupun tidak langsung.

14.5. Iklan

Diijinkan memasang iklan di pakaian, helm maupun di motor yang dipakai
untuk berlomba, dengan cara dan tempat pemasanganyang harus sedemikian
rupa sehingga tidak merubah karakteristik teknis dan menghalangi
tanda/nomor/identitas resmi dari Panitia.

Panitia penyelenggara dilarang meminta atau mengintruksikan kepada
peserta, untuk memasang iklan (di pakaian, helm dan/atau motor) produk-
produk yang sejenis dengan produk-produk yang bertindak selaku sponsor
peserta tersebut. Ketentuan ini tidak berlaku, apabila sebelumnya telah
tercantum dengan jelas dalam Peraturan Pelengkap Lomba.

Khusus dalam Kejuaraan Nasional, Kejuaraan Regional, dan Kejuaraan
Provinsi, Panitia Penyelenggara dilarang untuk meminta atau mengintruksikan
kepada peserta untuk mengiklankan produk apapun, kecuali hal ini merupakan
bagian dari kontrak dengan IMI Pusat atau IMI Provinsi sesuai dengan
tingkatan/status kegiatan tesebut.
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15. LISENSI NASIONAL

16.1. Lisensi Nasional.
Lisensi Nasional merupakan dokumen yang harus dimiliki oleh
perorangan/badan-badan, untuk dapat menjadi bagian dari
kepanitiaan/petugas atau peserta kegiatan olahraga bermotor di Indonesia.

Pemegang lisensi wajib mentaati semua peraturan yang dikeluarkan oleh IMI
dan siap menerima sanksi-sanksi yang dikeluarkan apabila melakukan
pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut.

15.2. Tata Cara Memperoleh Lisensi.
Lisensi dapat diperoleh dengan mengajukan permohonan (dengan mengisi
formulir khusus untuk itu) kepada IMI.IMI berhak untuk menolak permohonan
tersebut, jika permohonan tersebut dinilai belum/tidak memenuhi persyaratan
yang ditentukan dan/atau ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam
Peraturan-peraturan IMI.

15.3. Lisensi Untuk Pembalap.
Lisensi untuk pembalap dikenal pula dengan istilah Kartu Ijin Start
(KIS).Yang dikeluarkan oleh PP IMI melalui Pengprov-IMI Provinsi.
KIS dikeluarkan untuk suatu jenis kegiatan tertentu, dengan persyaratan-
persyaratan yang sesuai dengan masing-masing jenis kegiatan tersebut.

Seorang pembalap dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh KIS
dari IMI Provinsi hanya setelah yang bersangkutan terdaftar sebagai Anggota
IMI dan memiliki Kartu Tanda Anggota IMI (KTA) sesuai dengan domisili nya
yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang sah dan masih
berlaku.
Permohonan KIS dapat diajukan pada Pengprov – IMI Provinsi, namun
penerbitan KIS hanya dapat dilakukan oleh IMI Provinsi dimana yang
bersangkutan berdomisili sesuai dengan KTA nya.
Pengprov-IMI Provinsi harus mengirim laporan mengenai KIS yang
dikeluarkannya kepada IMI Pusat.

15.4. Ijin Khusus Lomba
Untuk Kejuaraan Nasional dengan kualifikasi khusus dan pesertanya terbatas ,
IMI Pusat menerbitkan Lisensi khusus untuk peserta yang diperkenankan
untuk mengikuti perlombaan. Lisensi khusus ini hanya dapat diberikan kepada
peserta yang telah memiliki KIS dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan
oleh IMI Pusat.

15.5. Prosedur Pemberian KIS
Sebelum mengeluarkan KIS, IMI Provinsi harus mengetahui identitas (nama,
umur, alamat), kondisi kesehatan dan kemampuan pemohon, untuk mengikuti
kegiatan yang dimaksud.Disamping itu IMI Provinsi juga harus memastikan,
bahwa pemohon telah memiliki KTA dan tidak sedang dalam masa skorsing
atau bahkan terkena diskualifikasi.
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Dalam hal perpindahan domisili pemohon KIS, maka IMI Provinsi hanya dapat
mengeluarkan KIS untuk pemohon tersebut setelah yang bersangkutan telah
berdomisili diwilayahnya sekurang-kurangnya 12 bulan yang dibuktikan
dengan tanggal penerbitan identitas kependudukannya ( KTP ), disertai
lampiran Surat Keterangan Kepindahan pemohon tersebut dari Pengprov
asalnya.

Pembalap yang telah memiliki KIS, tidak diperbolehkan mengajukan
permohonan untuk mendapatkan KIS dari IMI Provinsi lain selama KIS yang
dimilikinya masih berlaku.

Pelanggaran terhadap ketentuan ini akan mengakibatkan jatuhnya sanksi dari
IMI kepada pelakunya.

KIS untuk kegiatan yang dilaksanakan di jalan umum, hanya dapat diberikan
kepada pemohon yang telah memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) yang masih
berlaku.

15.6. Lisensi Nasional Untuk Produsen/Manufakturrer Licence.
Lisensi ini hanya dikeluarkan oleh IMI Pusat dan diberikan kepada Manufaktur
sepeda motor. Ada dua type/kelas lisensi yang dikeluarkan yaitu :
Lisensi Biru : Diberikan kepada produsen yang memproduksi lebih dari

150.000 sepeda motor setiap tahun
Lisensi Hijau : Diberikan kepada produsen yang memproduksi kurang dari

100.000 sepeda motor setiap tahun.

Produsen pemegang lisensi berhak untuk :
1. Hadir dalam kegiatan-kegiatan olah raga bermotor yang diikutinya.
2. Mendaftarkan pembalap atas namanya.
3. Berhak dicantumkan merek produksinya dalam Hasil resmi.
4. Mengiklankan partisipasi merek produksinya dalam kegiatan-kegiatan olah

raga sepeda motor.

15.7. Lisensi Nasional Untuk Produsen Asessori.
Lisensi ini hanya dikeluarkan oleh IMI Pusat dan diberikan kepada produsen
assesori/peralatan-peralatan untuk motor atau pembalap.

Hak pemegang lisensi ini sesuai dengan hak-hak pemegang Lisensi
Manufaktur.

15.8. Lisensi Nasional Untuk pendaftar/Entrant Licence.
Lisensi ini hanya dikeluarkan oleh IMI Pusat dan diberikan kepada
perorangan, klub atau badan lain yang dinyatakan berhak untuk
mendaftarkan pembalap atas namanya.
Semua Pendaftar (Entrant) selain IMI Provinsi, wajib memiliki lisensi ini.
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Pemegang lisensi ini berhak untuk :
1. Hadir dalam kegiatan yang diikutinya.
2. Mengiklankan partisipasinya atau pembalap yang terdaftar atas namanya

beserta sukses yang dicapai dalam kegiatan tersebut.

Pembalap yang mendaftarkan diri sendiri (perorangan) tidak memerlukan
lisensi ini.
Selama kegiatan, semua pemegang lisensi (termasuk KIS) harus dapat
menunjukkan lisensinya kepada petugas yang ditunjuk oleh Pimpinan
Perlombaan.

15.9. Prosedur Pemberian Lisensi Nasional.
Permohonan untuk memperoleh Lisensi Nasional sebagaimana dimaksud pada
pasal 15.6.,15.7.,15.8.,harus dikirimkan ke Sekretariat IMI Pusat dengan
mencantumkan nama, alamat lengkap dan data-data yang diperlukan beserta
sejumlah biaya yang ditentukan oleh IMI Pusat.

IMI Pusat berhak untuk mengabulkan atau menolak permohonan tersebut.

Khusus untuk permohonan Lisensi Pendaftar, pemohon harus melengkapinya
dengan rekomendasi dari IMI Provinsi setempat.

15.10. Penolakan atau Pencabutan Lisensi Nasional.
IMI Pusat dan/atau IMI Provinsi berwenang untuk :
1. Menolak permohonan untuk mendapat lisensi (termasuk KIS).
2. Mencabut lisensi (termasuk KIS) yang telah dikeluarkan menyusul adanya

sanksi-sanksi yang dijatuhkan kepada pemegang lisensi tersebut.
Lisensi yang dicabut harus segera diserahkan/dikirim ke IMI Pusat atau
IMI Provinsi yang mengeluarkannya.
Sanksi tambahan akan dijatuhkan kepada mereka yang tidak mematuhi
ketentuan ini.

16. PENYELENGGARA KEGIATAN.

16.1. Kewenangan atau Izin Resmi
Dilarang menyelengarakan suatu kegiatan sebelum Panitia Penyelenggara
memperoleh semua ijin resmi dari pihak-pihak yang berwenang sesuai dengan
peraturan perundangan yang berlaku.

Peraturan Pelengkap Lomba
Peraturan Pelengkap Lomba harus mencakup Peraturan Dasar Olahraga
berikut lampiran-lampirannya dan hal-hal yang menyangkut kegiatan yang
diselenggarakan. Peraturan Pelengkap Lomba tidak boleh merubah ketentuan-
ketentuan yang tercantum dalam Peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh
IMI Pusat.
Peraturan Pelengkap Lomba untuk Perlombaan tingkat Nasional dan Regional
harus mendapat persetujuan dari IMI Pusat. Untuk kegiatan tingkat Provinsi
dan Klub, Peraturan Pelengkap Lomba harus mendapat persetujuan IMI
Provinsi setempat.
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Untuk itu, Panitia Penyelenggara harus mengirimkan fotokopi Peraturan
tersebut sebanyak 2 (dua) buah ke IMI Pusat atau IMI Provinsi, selambat-
lambatnya 2 bulan sebelum tanggal penyelenggaraan. Untuk kegiatan tingkat
Nasional dan Regional,Peraturan Pelengkap Lomba yang disetujui IMI Pusat,
juga harus dikirim ke daerah-daerah lain yang diperhitungkan akan
mengikutsertakan pembalap-pembalapnya. Peraturan pelengkap Lomba harus
disusun sesuai dengan bentuk baku yang ditentukan oleh IMI Pusat.

16.2. Amandemen Terhadap Peraturan Pelengkap Lomba.
Pada dasarnya, Peraturan Pelengkap Lomba yang disetujui oleh IMI tidak
boleh dirubah lagi.

Tetapi dalam keadaan-keadaan tertentu yang tidak dapat dihindari, Dewan
Juri berhak untuk melakukan perubahan.

Perubahan ini harus diketahui oleh semua pihak yang terkait dengan kegiatan
tersebut.

16.3. Daftar Acara
Daftar acara harus mencakup hal-hal sebagai berikut :
1. Nama-nama Dewan Juri.
2. Nama-nama anggota Panitia Pelaksana.
3. Nama-nama pembalap, daerah asal, merk motor, pendaftar (Entrant)

untuk tiap lomba (race).
4. Jadwal waktu pemeriksaan teknik, latihan, lomba dan penyerahan hadiah.

16.4. Dokumen-dokumen Resmi
Semua dokumen resmi yang berkaitan dengan suatu kegiatan (misal.:
Peraturan Pelengkap Lomba, Formulir Pendaftaran dan lain-lain) harus
mencantumkan kalimat “Diselenggarakan sesuai dengan Peraturan IMI”,
Nomor izin/pendaftaran kegiatan tersebut dan logo IMI.

16.5. Pemeriksaan Kesehatan
Pemeriksaan Kesehatan Khusus, dapat dilakukan setiap waktu apabila
dipandang perlu.

Peserta yang tidak bersedia/menolak mengikuti pemeriksaan tersebut di atas,
akan mendapat sanksi diskualifikasi.
Di samping itu, penolakan tersebut di atas akan dilaporkan ke IMI Pusat atau
IMI Provinsi yang terkait, sesuai dengan tingkatan/status kegiatan tersebut
untuk penerapan sanksi lebih lanjut.

16.6. Pemeriksaan Pendahuluan
Sebelum kegiatan di mulai, harus dilakukan pemeriksaan mengenai hal-hal
sebagai berikut :
1. Administratif, yang meliputi berkas-berkas pendaftaran, KIS, kesehatan

dan lain-lain.
2. Pemeriksaan teknik, yang meliputi motor, pakaian pembalap, helm serta

perlengkapan lainnya.
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16.7. Faktor Keselamatan /Safety dan Pengamanan
Keselamatan untuk semua pihak yang terkait dalam suatu kegiatan (Peserta,
Penonton, Panitia/Petugas), harus mendapat prioritas utama dari Panitia
Penyelenggara.

Semua usaha termasuk kerjasama dengan aparat keamanan setempat harus
dilakukan, untuk mencegah terjadinya hal-hal yang menyangkut keamanan
kegiatan.

16.8. P.P.P.K
Fasilitas medik dan P3K yang harus tersedia untuk masing-masing jenis
kegiatan, ditentukan oleh masing-masing Komisi yang terkait dan tercantum
dalam Peraturan Dasar tentang Medik beserta lampiran yang terkait.

Seorang (atau lebih) dokter beserta pembantu-pembantunya (paramedis) dan
satu (atau lebih) ambulan harus tersedia selama latihan-latihan dan
perlombaan.

16.9. Pencegahan Kebakaran
Tindakan pencegahan kebakaran yang memadai harus dilakukan untuk
memperkecil/menghilangkan resiko terjadinya kebakaran daerah pit, paddock,
parkir tertutup, daerah pengisian bahan bakar dan daerah-daerah lain yang
rawan kebakaran.

17. ASURANSI.

17.1. Asuransi Untuk Pihak Ketiga.
Panitia Penyelenggara suatu kegiatan harus menyediakan/menyiapkan
asuransi untuk pihak ketiga, guna menjalankan/melindungi kewajiban
dan/atau tanggung jawab Panitia maupun Peserta terhadap pihakketiga
apabila terjadi kecelakaan baik selama latihan-latihan maupun perlombaan.
Polis asuransi tersebut juga harus mencakup tanggung-jawab kepada pihak
ketiga.

17.2. Asuransi Untuk Pembalap dan lain-lain.
Panitia penyelenggara harus menyediakan asuransi kecelakaan untuk para
pembalap yang berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.
Asuransi meliputi pengobatan, cacat tubuh dan meninggal dunia akibat
kecelakaan yang dialami oleh peserta tersebut, baik selama latihan maupun
perlombaan.
Disamping itu, pihak ketiga dan semua Anggota Panitia/Petugas juga harus
diasuransikan.
Asuransi-asuransi tersebut harus berlaku sejak kegiatan tersebut dimulai
sampai berakhir.

17.3. Tanggung Jawab Atas Kerusakan.
Baik Panitia Pelaksana, Panitia Penyelenggara, Klub, IMI Provinsi maupun IMI
Pusat tidak bertanggung jawab atas kerusakan yang menimpa motor-motor,
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asessori dan/atau kelengkapan-kelengkapan lainnya, baik selama latihan
maupun perlombaan, baik disebabkan oleh kecelakaan, kebakaraan atau
sebab-sebab lainnya.
Semua pihak tersebut diatas juga tidak bertanggung jawab atas
kehilanganmotor, asessori atau kelengkapan lainnya yang dialami peserta,
kecuali motor tersebut sedang berada di daerah parkir tertutup (parc ferme).
Dalam hal ini Panitia Penyelenggara harus bertanggung jawab atas keamanan
dan pengamanan motor-motor tersebut dari kerusakan, hilang atau pencurian
selama berada di daerah parkir tertutup (parc ferme).

18. PENDAFTARAN DAN PENERIMAAN PESERTA.

18.1. Pendaftaran.
Pendaftaran untuk mengikuti kegiatan-kegiatan tingkat Nasional (tercantum
dalam Kalender Nasional), harus dibuka selambat-lambatnya 2 bulan sebelum
tanggal penyelenggaraan, bersamaan dengan dikeluarkannya Peraturan
Pelengkap Lomba.

18.2. Formulir Pendaftaran.
Semua pendaftaran harus dilakukan secara tertulis pada Formulir Pendaftaran,
yang mencantumkan semua keterangan tentang pembalap, pendaftar
(entrant) dan merek dantype motor dan lain-lain.
Pendaftaran sementara yang dilakukan melalui fax, harus dikuatkan dengan
tanda tangan pembalap bersangkutan, segera setelah pembalap tersebut tiba
di tempat (kota) penyelenggaraan.
Pada formulir pendaftaraan harus dicantumkan pula semua yang tertera pada
pasal 80.4 Peraturan Dasar Olahraga ini.

18.3. Penerimaan Pendaftaraan.
Jumlah pembalap yang diterima untuk ikut berlomba dalam setiap kelas yang
dilombakan, harus dicantumkan dalam Peraturan Pelengkap Lomba.

18.4. Penutupan Pendaftaran.
Pendaftaran ditutup apabila :
1. Jumlah pembalap yang terdaftar sudah memenuhi jumlah yang tercantum

dalam Peraturan Pelengkap Lomba.
2. Satu hari sebelum tanggal penyelenggaraan.

18.5. Penolakan Pendaftaran.
Pendaftaran untuk mengikuti suatu kegiatan dapat ditolak, baik oleh Panitia
Penyelenggara dan/atau IMI Provinsi yang mengeluarkan KIS untuk pembalap
yang bersangkutan, dengan memperhatikan peraturan-peraturan untuk jenis
kegiatan tersebut.
Penolakan harus dilakukan secara tertulis dan diserahkan/dikirimkan kepada
pembalap yang bersangkutan selambat-lambatnya 72 jam sesudah tanggal
penutupan pendaftaran.
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Apabila pembalap atau pendaftar (entrant) yang pendaftarannya ditolak
merasa diperlakukan secara tidak adil, maka mereka dapat mengajukan
banding, sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kegiatan tersebut.
Panitia Penyelenggara kegiatan tingkat Nasional dan Regional( bergelar
maupun non gelar ) harus mengirimkan daftar pembalap yang mendaftar
untuk ikut serta (baik yang diterima atau ditolak), ke IMI Pusat dan Pengprov-
IMI Provinsi selambat-lambatnya 72 jam sesudah pendaftaran ditutup.

18.6. Pengunduran Diri.
1. Pembalap yang telah resmi terdaftar sebagai peserta suatu kegiatan tetapi

tidak dapat mengikuti kegiatan tersebut atau mengundurkan diri, harus
segera memberi tahu Panitia Penyelenggara dengan menyebut sebab -
sebab atau alasan-alasannya. Jika kegiatan tersebut merupakan
KejuaraanNasional dan Kejuaraan Regional, maka disamping ke Panitia
Penyelenggara, pemberitahuan tersebut juga harus dikirim ke IMI Pusat.
Jika alasan pengunduran diri tersebut dinilai kurang/tidak memadai, maka
Panitia Penyelenggara akan melaporkan kasus ini kepada Dewan Juri,
yang akan menjatuhkan sanksi kepada pembalap yang bersangkutan.

2. Pembalap yang telah resmi terdaftar sebagai peserta suatu kegiatan
tetapitidak mengikuti kegiatan tersebut (mengundurkan diri) dan pada hari
yang sama mengikuti kegiatan lain tanpapersetujuan dari
PanitiaPenyelenggara kegiatan yang pertama atau IMI Provinsi yang
terkait, dapat dikenakan sanksi dari IMI Provinsi yang mengeluarkan KIS
untuknya.

3. Pembalap yang telah resmi terdaftar sebagai peserta suatu kegiatan dan
telah hadir di arena kegiatan tersebut, kemudian meninggalkan arena
(mengundurkan diri) tanpa persetujuan Pimpinan Perlombaan atau Dewan
Juri, akan dikenai sanksi yang ditentukan oleh Dewan Juri.

4. Pembalap yang dalam perlombaan tidak menunjukkan kesungguhan
berlomba, tidak diperkenankan untuk melanjutkan lomba serta akan
dikenai sanksi yang ditetapkan oleh Dewan Juri.

18.7. Pembayaran Kembali Uang Pendaftaran.
Biaya pendaftaran yang telah dibayarkan, tetap menjadi milik Panitia
Penyelenggara, apabila pembalap yang bersangkutan terkena sanksi
diskualifikasi karena pelanggaran peraturan.
Biaya pendaftaran akan dikembalikan kepada pembalap/pendaftar, apabila
pendaftarannya ditolak karena yang bersangkutan masih dalam jangka waktu
skorsing,hukuman tambahan berupa perpanjangan masa skorsing dapat
dijatuhkan oleh IMI kepada pembalap yang melakukan hal tersebut secara
sengaja.

19. SELAMA LOMBA BERLANGSUNG.

19.1. Tanda-tanda/Aba-aba Resmi.
Tanda-tanda/Aba-abaresmi harus diberikan dengan mempergunakan alat
bantu bendera, lampu maupun papan, dengan rincian sesuai dengan yang
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tercantum dalam Lampiran Peraturan Dasar Olahraga yang berkaitan dengan
jenis olahraga yang bersangkutan.

19.2. Motor Yang Membahayakan.
Setiap saat selama lomba berlangsung, Pimpinan Perlombaan atau Dewan Juri
berhak untuk mengeluarkan dari suatu lomba, motor yang kondisi atau
konstruksinya dinilai dapat membahayakan pembalapnya dan/atau pihak-
pihak lain.

19.3. Pergantian Motor Atau Pembalap.
Pergantian motor atau pembalap diatur dalam Lampiran Peraturan Dasar
Olahraga untuk jenis kegiatan yang terkait.

19.4. Perbaikan, Tuning, Pengisian Bahan Bakar.
Hal-hal tersebut diatur dalam Lampiran Peraturan Dasar Olahraga untuk jenis
kegiatan yang terkait.

19.5. Saat Melintasi Garis Kontrol.
Hal-hal tersebut diatur dalam Lampiran Peraturan Dasar Olahraga untuk jenis
kegiatan yang terkait.

19.6. Penghentian Lomba.
Tata cara menghentikan lomba, tercantum dalam Lampiran-lampiran
Peraturan Dasar untuk jenis kegiatan yang terkait.

20. SETELAH LOMBA.

20.1. Pemeriksaan Akhir.
Setiap motor yang dipergunakan dalam suatu lomba, sewaktu-waktu dapat
diperiksa.
Setiap pelanggaran terhadap peraturan tentang spesifikasi motor atau ketidak
sesuaian motor dengan Peraturan yang berlaku akan menyebabkan jatuhnya
sanksi diskualifikasi dari lomba tersebut kepada pembalap yang bersangkutan.
Di samping itu penolakan untuk diperiksa juga akan menyebabkan jatuhnya
sanksi diskualifikasi terhadap pelakunya.
Pembalap tidak akan ditentukan peringkat/posisinya dalam suatu lomba,
sampai motornya dinyatakan lulus dalam pemeriksaan akhir.

20.2. Perubahan Susunan Peringkat/Posisi.
Jika ada pembalap yang terkena sanksi tersebut pada pasal 20.1., maka hasil
perlombaan/susunan peringkat harus disesuaikan.

20.3. Kehilangan Hak Untuk Memperoleh Hadiah.
Pembalap akan kehilangan haknya untuk mendapat hadiah apabila :
1. Didiskualifikasi dari perlombaan.
2. Dikenai sanksi yang berkenaan dengan hadiah dari Dewan Juri.
Pembalap tersebut dapat mengajukan permohonan banding.
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20.4. Pembayaran Uang Hadiah atau Yang Lain.
Pembayaran uang hadiah atau lainnya, misalnya : uang start dan lain-lain
(jika disediakan), dilakukan sesuai dengan Lampiran Peraturan Dasar
Olahraga yang terkait dan/atau Peraturan Pelengkap Lomba.

20.5. Akhir Suatu Kegiatan.
Suatu kegiatan dinyatakan berakhir apabila :
1. Semua protes yang diajukan (kalau ada), telah diputuskan oleh Dewan

Juri.
2. Hasil-hasil perlombaan telah dinyatakan sah dan ditanda tangani oleh

Dewan Juri.
3. Hadiah telah dibagikan.
Apabila ada pembalap/peserta yang mengajukan permohonan banding, maka
hasil lomba belum dapat dinyatakan pasti/definitif sampai banding tersebut
diputuskan.

20.6. Hasil Perlombaan.
Hasil perlombaan harus mencantumkannama-nama pembalap berdasarkan
urutan prestasi, merk motor( bila manufakturnya telah memiliki lisensi
Manufaktur ), nama Entrant ( bila Entrant telah memiliki Lisensi Entrant),
daerah asal pembalap, catatan waktu dan angka/nilai yang diperoleh masing-
masing pembalap pemenang.
Hasil perlombaan harus dikirim ke sekretariat IMI Pusat melalui email atau fax
dalam waktu selambat-lambatnya 24 jam setelah kegiatan berakhir, dan harus
dikuatkan dengan pengiriman berkas resmi hasil-hasil perlombaan ke
sekretariat IMI Pusat selambat-lambatnya 72 jam setelah kegiatan berakhir.

21. LAIN-LAIN.
Hal-hal yang tidak atau belum tercantum dalam Peraturan Dasar Olahraga
atau Lampiran-Lampirannya, akan menjadi kewenangan Dewan Juri untuk
memutuskan  ( sesuai dengan hak interpretasinya) yang harus dipertanggung
jawabkan kepada IMI.

22. LAMPIRAN-LAMPIRAN
Lampiran A  :  Peraturan Dasar tentang  Medik
Lampiran B  :  Peraturan Dasar tentang Disiplin dan Peradilan
Lampiran C  :  Peraturan Grasstrack
Lampiran
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1. PEMERIKSAAN DAN SERTIFIKAT MEDIK.
Setiap pembalap yang mengambil bagian dalam suatu perlombaan, harus
dalam kondisi sehat. Oleh sebab itu pemeriksaan kesehatan merupakan hal
yang sangat penting dan semua bagian/kolom pada Sertifikat Kesehatan harus
terisi lengkap sebelum KIS di keluarkan.
Sertifikat kesehatan hanya berlaku 1 tahun (maksimal). Apabila pembalap
menderita cedera atau sakit yang serius, maka pembalap tersebut harus
menjalani pemeriksaan ulang yang lebih teliti.

1.1. Pedoman untuk Dokter Pemeriksa.
Pemeriksaan kesehatan sedapat mungkin dilakukan oleh dokter yang ditunjuk
oleh IMI, walaupun pemeriksaan tersebut dapat pula dilakukan oleh dokter
lain.
Dokter pemeriksa harus menyadari bahwa pemeriksaan tersebut dilakukan
untuk memperoleh ijin mengikuti perlombaan tersebut.
Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk menentukan apakah yang diperiksa
tersebut sehat secara fisik maupun mental, untuk mengendalikan sepeda
motor, guna menjamin keselamatan (safety) semua pihak dalam suatu
kegiatan olahraga motor yang akan diikuti oleh yang bersangkutan.

1.2. Prinsip-prinsip dasar yang berlaku bagi pemohon KIS yang
menderita kelainan fisik dan/atau mental.
KIS tidak dapat diberikan kepada pemohon yang menderita kelainan-kelainan
tertentu.

1.2.1 Anggota Badan.
Pemohon KIS harus mampu menggunakan anggota badannya untuk
mengendalikan motornya dengan baik dalam suatu perlombaan.
Apabila lengan atau tangan pemohon tersebut memiliki “kelainan” maka yang
bersangkutan harus tetap mampu menggunakan kedua tangannya secara
efektif.
KIS tidak dapat dikeluarkan untuk mereka yang kehilangan baik fungsional
maupun organik-salah satu kaki maupun tangan.

1.2.2 Mata/Penglihatan.
Indeks penglihatan untuk tiap-tiap mata harus 10/10, baik dengan atau tanpa
kacamata.
KIS masih dapat diberikan kepada pembalap yang sangat berpengalaman,
yang menderita kelainan berupa indeks penglihatan yang berbeda untuk mata
kanan dan kiri atau buta salah satu matanya, dengan ketentuan sebagai
berikut:

1. Kelainan ini telah diderita selama lebih dari 1 tahun.
2. Indeks penglihatan untuk mata yang sehat harus 10/10 (tanpa kaca

mata!)
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3.  Memiliki penilaian yang sangat baik tentang jarak dan kecepatan.
Jika pembalap tersebut diberi KIS, maka pembalap tersebut harus selalu
mengunakan pengaman ganda pada matanya yang sehat.
Penderita buta warna, hanya diijinkan untuk mengikuti dragrace atau sprint
race.

1.2.3 Epilepsi.
KIS tidak dapat diberikan kepada penderita atau mereka yang pernah
terserang epilepsi, walaupun penyakit tersebut telah dapat dikendalikan
dengan pengobatan yang teratur.
Kepada mereka yang dicurigai menderita epilepsi atau memiliki riwayat
epilepsi, harus dilakukan pemeriksaan EEG, yang hasilnya (normal atau tidak)
akan menentukan pemberian KIS.

1.2.4 Diabetes.
Pada umumnya, para penderita diabetes dianjurkan untuk tidak mengikuti
perlombaan-perlombaan motor.
Walaupun demikian, mereka dapat dinyatakan sehat untuk ikut perlombaan,
dengan ketentuan-ketentuan :
1. Penyakit tersebut terkendali dengan baik.
2. Tidak pernah mengalami “serangan”  Hyper atau Hypoglikaemi.
3. Tidak ditemukan bukti Ophtalmoskopik tentang komplikasi pada sistem

peredaran darah.

1.2.5 Sistem Peredaran Darah dan Jantung.
Penderita gangguan jantung dan / atau peredaran darah yang serius dilarang
mengikuti perlombaan.
Perhatian atau pengawasan serius harus diberikan kepada :
1. Penderita kelainan tekanan darah.
2. Penderita kelainan rytme jantung.

1.2.6 Gangguan Syaraf atau Jiwa.
Penderita gangguan tersebut dilarang untuk ikut perlombaan dan kepada
mereka tidak boleh diberikan KIS.

1.2.7 Ketergantungan Alkohol dan / atau Obat.
KIS tidak dapat diberikan kepada mereka yang mengidap ketergantungan
alkohol dan / atau obat.

1.3. Biaya Pemeriksaan Kesehatan.
Biaya pemeriksaan kesehatan, menjadi beban dan tanggung jawab pasien.

2. PEMERIKSAAN KHUSUS.
Pemeriksaan khusus apabila dianggap perlu dapat dilakukan kepada
pembalap/pembalap-pembalap tertentu atau semua pembalap, setiap saat
selama kegiatan berlangsung.
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2.1. Penolakan Untuk Diperiksa.
Sanksi DISKULIFIKASI akan dijatuhkan kepada pembalap yang menolak untuk
menjalankan pemeriksaan khusus sebagaimana diinstruksikan.
Di samping itu, kasus penolakan tersebut akan dilaporkan ke IMI Pusat dan
IMI Provinsi asal pembalap tersebut.

3. PEMERIKSAAN PENDAHULUAN.
Panitia Penyelenggara berwenang untuk mengadakan pemeriksaan kesehatan
terhadap setiap pembalap sebelum latihan dimulai.

4. UTUSAN BIDANG MEDIK.
Tugas dan wewenang utusan IMI Pusat untuk bidang Medik :
1. Melakukan pengamatan tentang hal-hal yang terkait dengan bidangnya.
2. Melaporkan hasil pengamatannya ke IMI Pusat.
3. Memberi tahu Panitia jika fasilitas dan lain-lain yang bersangkutan

dengan bidang kesehatan pada kegiatan tersebut tidak sesuai dengan
Peraturan Dasar Bidang Medik.

4. Bertindak selaku konsultan dan penasehat.

5. KEBUTUHAN-KEBUTUHAN MEDIK DALAM SUATU PERLOMBAAN.
1. Panitia Penyelenggara harus memiliki sarana pelayanan medik yang

memadai.
2. Semua petunjuk dan sistem pelayanan medik tersebut, harus berada di

bawah pengendalian dokter yang ditugaskan.
3. Dokter tersebut bertugas/berwenang dalam :

a. Pemilihan dan pengangkatan tenaga untuk staf medik dan paramedik.
b. Penentuan jumlah dan penempatan ambulan.

4. Semua tenaga dokter yang bertugas dalam perlombaan harus
mengenakan pakaian berwarna putih dengan tulisan, “DOKTER” dikelilingi
segi 4, -keduanya berwarna merah di :

a. Bagian belakang baju, dengan ukuran tulisan dan segi 4 yang cukup
besar, sehingga mudah terbaca.

b. Bagian dada sebelah kiri dengan tulisan yang lebih kecil dibanding
yang bagian belakang.

5.1. Kualifikasi Dokter.
Dokter yang bertugas disuatu perlombaan, harus memiliki
kemampuan/keahlian untuk melakukan tindakan-tindakan/pengobatan untuk
mengatasi keadaan darurat (emergency treatment) dan resuctitation.

5.2. Ambulan / Kendaraan Medik.
Ada 2 type kendaraan medik  / ambulan yaitu :
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1. Type A  : Kendaraan type ini digunakan untuk :
a.  Memberikan pertolongan pertama bila terjadi kecelakaan
b.  Memberikan bantuan  pernapasan  dan  pertolongan  bila  terjadi

gangguan peredaran darah dan jantung.
2. Type B  : Kendaraan  type  ini  memiliki  peralatan yang lebih lengkap

dari type A dan digunakan dalam pertolongan lebih lanjut.

5.3. Peralatan dalam Kendaraan Medik/Ambulan.

5.3.1 Kendaraan Medik/ Ambulan Type A :
1. Pompa penghisap/Suction Pump
2. Alat bantu pernafasan (ventilator, laryngoscope, intubasi)
3. Peralatan Infus
4. Cadangan Oksigen
5. Obat-obatan terutama untuk P3K
6. Stetoskop
7. Sphygmomanometer/Pengukur tekanan darah

5.3.2. Kendaraan Medik/Ambulan type B
1. Usungan stretcher
2. Tangki Oksigen
3. Alat bantu pernafasan
4. Alat Intubasi
5. Peralatan Infus
6. Pompa Pengisap/Suction Pump
7. Obat-obatan
8. Peralatan Haemostasis
9. Sphygmomanometer/Pengukur tekanan darah
10. Stetoskop
11. Defibrilator
12. Peralatan tracheotomi
Disamping peralatan-peralatan tersebut diatas, semua kendaraan medik harus
dilengkapi dengan :
a. Alat komunikasi radio
b. Sirene dan lampu putar
c. Peralatan untuk memotong pakaian dan helm

Apabila fasilitas kesehatan/unit gawat darurat dapat dicapai dalam waktu
tidak lebih dari 10 menit dari arena perlombaan, maka ambulan/kendaraan
type B dapat diganti dengan type A untuk mengangkat korban ke R.S.

5.4. Petugas-petugas di ambulan.
Type A : 1 (satu) dokter dengan kemampuan untuk melakukan

recusitationdan P3K
1 (satu) orang paramedik
1 (satu) orang pengemudi merangkap operator radio
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Type B :1 (satu) orang dokter
1 (satu) orang atau lebih paramedik
1 (satu) orang pengemudi merangkap operator radio

5.5. Pusat dan Pos Kesehatan.
Pusat kesehatan merupakan prasarana kesehatan yang disediakan oleh
Panitia Penyelenggara untuk memberikan pelayanan kepada siapapun yang
membutuhkan.
Pos dan Pusat Kesehatan berada dibawah kewenangan dan tanggung jawab
Koordinator Kesehatan/Dokter Perlombaan.
Di Pusat Kesehatan  dapat dilakukan :
1. Pengobatan terhadap luka ringan
2. Pengobatan pertama terhadap penonton/panitia/peserta yang menderita

atau terserang penyakit.
3. Tindakan resuscitation terhadap cedera tingkat menengah.

5.6. Kebutuhan Medis minimal dalam suatu Perlombaan.

5.6.1. Balap Motor.
1. Beberapa kendaraan type A yang ditempatkan sedemikian rupa sehingga

mampu memberikan pertolongan (bukan untuk evakuasi) secepat
mungkin.

2. Sebuah kendaraan type B atau dapat diganti dengan minimal 2 kendaraan
type A dengan peralatan cukup, untuk memberikan pertolongan lebih
lanjut dan melakukan evakuasi korban.

3. Sebuah pusat kesehatan( harus dipersiapkan dalam Kejurnas! ).
5.6.2. Motocross dan Supercross.

a. Pos-pos kesehatan
b. Sebuah kendaraan type A
c. Sebuah kendaraan type B
Pos-pos kesehatan menyediakan prasarana :
1. Usungan dan petugas-petugasnya
2. Petugas yang memiliki kemampuan untuk memberikan pertolongan

pertama haemostatis dan patah tulang.
Jumlah dan lokasi pos diatur sedemikian rupa, agar dapat memberikan
pertolongan secepat mungkin.

5.6.3 Enduro.
1. Sebuah kendaraan type B
2. Beberapa kendaraan type A yang juga dapat digunakan untuk evakuasi

dan ditempatkan di tempat-tempat yang dianggap rawan kecelakaan.
3. Pos-pos kesehatan dan alat-alat angkut sederhana untuk mengangkut

usungan, juga ditempatkan ditempat-tempat yang dianggap rawan
kecelakaan.

4. Pusat kesehatan
5. Helikopter untuk evakuasi (apabila dipandang perlu)
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6. EVAKUASI.
Evakuasi korban dapat dilakukan dengan :
1. Kendaraan/ambulan type A
2. Kendaraan/ambulan type B
3. Helikopter
Korban dapat dievakuasi secara langsung dari tempat kejadian atau setelah
menerima pertolongan/pengobatan tahap awal dikendaraan type B atau Pusat
Kesehatan.

7. DOPING DAN OBAT TERLARANG (TERMASUK PSIKOTROPIKA ).

7.1. Doping  adalah  pemberian  atau  penggunaan  obat  dan/  atau  bahan-bahan
yang asing bagi tubuh manusia dan/ atau bahan-bahan fisiologis lainnya, baik
dalam jumlah yang wajar maupun tidak, yang dapat menyebabkan
peningkatan kemampuan seseorang dalam perlombaan secara curang
dan/atau semu.

7.2. Semua pembalap yang mengikuti perlombaan, dilarang membawa,
menyimpan dan/atau menggunakan produk doping, psikotropika dan/atau
obat terlarang lainnya jenis apapun dan /atau dengan nama dagang apapun.
Produk-produk tersebut adalah produk yang mengandung bahan-bahan yang
secara kimiawi identik dengan salah satu atau beberapa bahan, baik sendiri-
sendiri atau campuran, yang tercantum dalam daftar obat yang terlarang.

7.3. Daftar obat-obat terlarang.
Daftar obat-obat terlarang IMI, sama dengan daftar obat terlarang yang
dikeluarkan oleh KONI Pusat ditambah dengan Cannabinol dan
Tetrahydrocannabinol.

7.4. Peraturan-peraturan tentang PelaksanaanPemeriksaan
Penggunaan Obat-obatan
1. Pemeriksaan dapat dilaksanakan pada Kejurnas untuk semua jenis

perlombaan, serta dilaksanakan sesuai dengan yang ditentukan oleh IMI
Pusat.

2. Jumlah minimal peserta yang wajib menjalani pemeriksaan dimasing-
masing kegiatan adalah :
a. Pemenang pertama ditambah 2(dua) orang pembalap yang dipilih /

ditentukan secara acak dari pembalap-pembalap yang namanya
tercantum dalam “Hasil Sementara” .

b. Apabila kegiatan tersebut mencakup perlombaan untuk beberapa
kelas, maka pemeriksaan harus dilakukan minimal untuk 2 (dua) kelas.

c. Kelas-kelas, jumlah dan nama-nama pembalap yang harus menjalani
pemeriksaan ditetapkan oleh Dewan Juri.

d. Nama-nama peserta tersebut beserta nomor startnya masing-masing,
akan tercantum dalam “Hasil Sementara”
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Disamping itu, pembalap-pembalap yang bersangkutan akan
diberitahu secara langsung untuk segera melapor ke pos pemeriksaan
tersebut.

e. Pembalap-pembalap tersebut diatas, harus melapor ke pos
pemeriksaan dengan membawa KIS nya masing-masing selambat-
lambatnya 60 menit setelah mendapat pemberitahuan atau sesudah
menyelesaikan lomba terakhir yang diikutinya. Pembalap tersebut
diijinkan membawa seorang teman.

f. Panitia akan mengangkat seorang Petugas Kontrol Doping yang akan
bertindak sebagai Penasehat (Supervisor) dalam tatacara dan
tatalaksana pemeriksaan tersebut. Petugas ini harus bukan Dokter
Perlombaan atau Anggota Tim Medis lainnya.

7.5 Tata cara pengumpulan sampel/bahan untuk diperiksa.
Tata cara pengumpulan sampel/bahan yang akan diperiksa, harus diikuti
secara seksama sehingga tidak timbul tuduhan yang keliru terhadap
seseorang tentang penggunaan obat-obat terlarang.

Para pembalap berhak untuk :
1. Mengetahui dengan jelas tata cara pengumpulan sampel tersebut.
2. Memiliki kebebasan untuk memilih kontainer/kotak (tempat pengumpulan

botol-botol sampel) yang tersedia.
3. Meminta pemeriksaan kedua, apabila hasil pemeriksaan pertama ternyata

positif.
Permintaan ini harus diajukan selambat-lambatnya 7 hari setelah
menerima pemberitahuan tentang hasil pemeriksaan pertama.
Hasil pemeriksaan kedua ini, merupakan hasil akhir (final).

Tata laksana pengumpulan sampel/bahan untuk pemeriksaan tercantum
dalam peraturan/surat edaran IMI Pusat.

7.6 Biaya-biaya pemeriksaan anti doping.
Biaya yang diperlukan untuk pemeriksaan pertama, menjadi beban dan
tanggung jawab Panitia Penyelenggara.
Apabila Pembalap yang diperiksa meminta pemeriksaan kedua, maka
Pembalap tersebut harus menyerahkan uang deposit sebesar biaya yang telah
dikeluarkan untuk melakukan pemeriksaan pertama.

Uang deposit tersebut akan dikembalikan, apabila pemeriksaan kedua
menunjukkan hasil negatif.

7.7. Sanksi
Sanksi DISKULIFIKASI atau bahkan lebih berat lagi akan dijatuhkan kepada
Pembalap :
1. Yang hasil pemeriksaan ternyata positif
2. Yang tidak melapor ke tempat pemeriksaan, setelah menerima instruksi

untuk itu (lihat pasal 7.4).
3. Yang menolak menjalani pemeriksaan.
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8. ALKOHOL
Pada dasarnya semua peserta dilarang membawa, menyimpan
dan/ataumengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol selama kegiatan
berlangsung.

Pemeriksaan mengenai konsumsi minuman keras dapatdilakukan :
1. Setiap waktu selama kegiatan berlangsung.
2. Terhadap semua pembalap, sebagian (pembalap-pembalap tertentu) atau

bahkan seorang pembalap tertentu.

Nama dan jumlah pembalap yang diperiksa ditetapkan oleh Dewan Juri.
Penentuan tersebut dapat dilakukan secara acak atau dengan kriteria tertentu
.
Dalam perlombaan balap motor, pemeriksaan tersebut dilaksanakan setiap
saat dalam periode 45 menit sebelum lomba dimulai.
Pemeriksaan dilakukan dengan metode pemeriksaan standar pernafasan atau
metode lain yang praktis termasuk bau nafas.

Sanksi berupa DISKULIFIKASI atau bahkan lebih berat lagi dapat dijatuhkan
kepada Pembalap atau Pembalap-pembalap yang :
a. Hasil pemeriksaannya ternyata positif.
b. Tidak hadir di tempat pemeriksaan, walaupun sudah menerima instruksi

untuk itu.
c. Menolak untuk diperiksa.

9. FISIOTERAPIS.
Dianjurkan agar ada seorang fisioterapis yang tergabung dalam tim medis.

10. KEWENANGAN DOKTER UNTUK MEMBERIKAN INFORMASI.
Ketika mengajukan permohonan mendapatkan KIS, pembalap harus
menandatangani pernyataan yang menyebutkan, bahwa yang bersangkutan
tidak keberatan dan/atau mengijinkan dokter yang bertugas, untuk
memberikan keterangan tentang kondisi kesehatan dan/atau cedera yang
diderita Pembalap tersebut kepada :
1. Anggota Panitia Penyelenggara dan/atau Panitia Pelaksana yang

bertanggung jawab atas kegiatan tersebut.
2. Keluarga, Kerabat dan / atau  Dokter Pribadi Pembalap tersebut.
3. Pihak-pihak lain setelah sebelumnya mendapat ijin dari Pembalap tersebut

sesuai dengan Kode Etik Profesi Kedokteran.

Dokter yang bertugas dilarang memberikan informasi apapun tentang hal-hal
tersebut diatas kepada pers dan/atau media informasi lainnya.
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11. MASA ISTIRAHAT BAGI PEMBALAP DALAM LOMBA KETAHANAN.
Seorang pembalap hanya diijinkan mengendarai motornya selama tidak lebih
dari 2 jam secara terus menerus.
Setelah jangka waktu tersebut, pembalap yang bersangkutan harus
beristirahatkan setidak-tidaknya selama 2 jam.
Apabila pembalap mengendarai motornya selama kurang dari 2 jam terus-
menerus, maka masa istirahat setidak-tidaknya 2/3 dari lamanya pembalap
tersebut mengendarai motor.

12. STATISTIK KECELAKAAN DAN KORBAN.
IMI Provinsi harus menyusun statistik tentang kecelakaan-kecelakaan yang
terjadi dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan di daerahnya masing-
masing

12.1 Form Stastistik Kecelakaan
STATISTIK KECELAKAAN (20...)

1 2 3 4 5 6 7
8

A B C D E

Jml

Jml
1 = Jenis kegiatan (balap motor, motocross, dll)
2 = Kelas/kapasitas mesin
3 = Jumlah pembalap yang ikut serta
4 = Kondisi cuaca
5 = Jarak ( Lap atau km ) yang ditempuh pembalap dalam latihan

dan perlombaan
6 = Jumlah kecelakaan yang terjadi
7 = Jumlah korban
8 = Jumlah korban untuk tiap kategori yang ditentukan oleh IMI Pusat

Kategori Korban
A =  Memerlukan perawatan di RS lebih dari 3 hari
B =  Memerlukan perawatan di RS selama 3 hari atau kurang
C =  Cidera yang tidak memerlukan perawatan di RS
D = Tidak ada yang cidera
E =  Fatal

Peraturan Dasar Olahraga Sepeda Motor 39 TENTANG MEDIK



B
PERATURAN DASAR

TENTANG DISIPLIN DAN PERADILAN

(Lampiran - B  Peraturan Dasar Olahraga Sepeda Motor)

IKATAN MOTOR INDONESIA
Edisi : 2017

Peraturan Dasar Olahraga Sepeda Motor 40 TENTANG DISIPLIN & PERADILAN



DAFTAR ISI

1. Prinsip Dasar ..............................................................................42

2. Sanksi-sanksi ..............................................................................42

3. Badan-badan Peradilan dan Disiplin IMI ...........................................43

4. Protes dan Banding......................................................................47

5. Tata Cara Sidang Badan-badan Peradilan .........................................49

6. Biaya-biaya Berkait dengan Keputusan-keputusan Badan

Peradilan ...................................................................................52

7. Azas Timbal Balik.........................................................................52

Peraturan Dasar Olahraga Sepeda Motor 41 TENTANG DISIPLIN & PERADILAN



1. PRINSIP DASAR.
Semua peraturan, ketentuan dan/atau kewajiban Panitia Penyelenggara,
Panitia Pelaksana dan/atau Peserta kegiatan olahraga sepeda motor,
tercantum dalam Peraturan Dasar Olahraga berikut lampiran-lampirannya
dan/atau Peraturan-peraturan lain, baik yang dikeluarkan IMI Pusat atau IMI
Provinsi termasuk Peraturan Pelengkap Lomba yang dikeluarkan oleh Panitia
Penyelenggara.

Kepada mereka yang terbukti tidak mematuhi atau melakukan pelanggaran
terhadap Peraturan-peraturan/Ketentuan-ketentuan tersebut di atas, akan
dikenai sanksi-sanksi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Dasar tentang
Disiplin dan Peradilan ini, yang untuk selanjutnya tersebut Peraturan Dasar
Displin.

2. SANKSI-SANKSI.

2.1. Sanksi-sanksi dapat berupa.
1. Peringatan
2. Denda
3. Pinalti Waktu dan/atau nilai
4. Diskualifikasi
5. Pembatalan Point
6. Suspensi/Skorsing
7. Eksklusi

2.2. Definisi dan aplikasi sanksi-sanksi

1. Peringatan :
Dapat disampaikan secara terbuka (diumumkan), atau langsung kepada
pelaku pelanggaran yang bersangkutan.

2. Denda :
Berupa uang tunai yang harus dibayar oleh pelaku pelanggaran yang
bersangkutan.

3. Pinalti  waktu dan atau nilai :
Sanksi ini akan ditambahkan pada catatan waktu dan/atau pengurangan
nilai (point) yang diperoleh oleh pelaku pelanggaran. Hal tersebut akan
mempengaruhi hasil perlombaan dan posisi /peringkat pelaku
pelanggaran.

4. Diskualifikasi :
Tidak diperkenakan untuk melanjutkan perlombaan , yang dapat
dijatuhkan untuk nomor lomba dimana pelanggaran terjadi, atau semua
nomor lomba yang diikuti oleh pelaku pelanggaran.

5. Pembatalan point :
Pembatalan sebagian atau seluruh point yang telah diperoleh di
Kejuaraan yang diselenggarakan di bawah pengawasan IMI.
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6. Suspensi / Skorsing :
Berakibat hilangnya hak untuk memiliki lisensi yang dikeluarkan oleh IMI
(KTA/KIS dan lisensi COC/Juri) dan hak untuk mengikuti kegiatan-
kegiatan yang diselenggarakan oleh dan/atau di bawah pengawasan IMI,
untuk jangka waktu tertentu, selama tidak lebih dari 2 (dua) tahun.

7. Eksklusi  :
Berupa larangan dan hilangnya hak mengikuti kegiatan-kegiatan yang
diselenggarakan oleh dan/atau di bawah pengawasan IMI. Sanksi ini
hanya dapat dijatuhkan dan direhabilitasi oleh Dewan Disiplin Nasional.

2.3. Sanksi-sanksi yang dapat dijatuhkan
Dewan Juri atau Wasit berhak menjatuhkan sanksi atau sanksi-sanksi sebagai
berikut :

1. Peringatan
2. Denda berupa uang tunai sebanyak-sebanyak 10x biaya pendaftaran

untuk mengikuti 1 (satu) nomor/kelas dalam kegiatan tersebut.
3. Hukuman berupa waktu dan/atau nilai
4. Diskualifikasi

Di samping itu, Dewan Juri atau Wasit berhak untuk mengajukan kasus atau
kasus-kasus pelanggaran ke Dewan Disiplin yang sesuai dengan
tingkat/kategori kegiatan tersebut (lihat ps. 10 Peraturan Dasar Olahraga),
untuk dapat memberikan sanksi atau sanksi-sanksi yang lebih berat.

3. BADAN-BADAN PERADILAN DAN DISIPLIN IMI

3.1. Dewan Disiplin Daerah.

3.1.1. Keanggotaan.
Anggota Dewan berjumlah 3 atau 5 orang, diangkat oleh IMI Provinsi, yang
dinilai memiliki pengetahuan dan integritas yang memenuhi persyaratan bagi
jabatan atau tugas tersebut.

Dewan dipimpin oleh seorang Ketua Dewan, yang dipilih oleh dan dari
Anggota Dewan.

Ketua Dewan, yang juga merangkap sebagai anggota, memiliki hak suara
yang sama dengan para Anggota Dewan.

IMI Provinsi dapat juga menunjuk seseorang yang dinilai sebagai ahli/pakar
dalam jenis kegiatan yang berkaitan dengan kasus yang sedang diproses,
untuk bertindak sebagai Narasumber yang tidak memiliki hak suara (voting
right).
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3.1.2 Tugas Dewan Disiplin Daerah.

Membahas/memproses laporan Dewan Juri atau Wasit atau pihak terkait ,
tentang pelanggaran yang terjadi dalam kegiatan tingkat Provinsi atau  Klub
(Kejuaraan maupun non Kejuaraan) dan/atau usulan untuk pemberian sanksi
atau sanksi-sanksi tambahan kepada pelaku pelanggaran tersebut.

3.1.3 Wewenang Dewan Disiplin Daerah.

1. Meringankan atau memperkuat sanksi atau sanksi-sanksi yang telah
dijatuhkan oleh Dewan Juri atau Wasit.

2. Menetapkan batas waktu skorsing yang diusulkan oleh Dewan Juri atau
Wasit, berkaitan dengan dijatuhkannya sanksi atau sanksi-sanksi lain.

3. Menjatuhkan sanksi atau sanksi-sanksi tambahan, dengan atau tanpa
merubah sanksi atau sanksi-sanksi yang telah dijatuhkan oleh Badan
Peradilan pada tingkat dibawahnya kepada pelaku pelanggaran tersebut
(lihat pasal. 2.3.).

4. Melaporkan /mengajukan kasus pelanggaran ke Dewan Disiplin Nasional,
untuk mendapatkan sanksi yang lebih berat.

3.1.4 Batas Kewenangan Dewan Disiplin Daerah.

1. Hanya berwenang membahas/memproses dan menjatuhkan sanksi atau
sanksi-sanksi untuk perkara pelanggaran yang terjadi dalam kegiatan
tingkat Provinsi dan Klub (Kejuaraan maupun Non Kejuaraan).

2. Tidak berwenang untuk menjatuhkan sanksi Eksklusi.

3.2. Dewan Banding Daerah.

3.2.1 Anggota Dewan berjumlah 3 atau 5 orang, diangkat oleh IMI Provinsi, yang
dinilai memiliki pengetahuan dan integritas yang memenuhi persyaratan bagi
jabatan atau tugas tersebut.

Dewan dipimpin oleh seorang Ketua Dewan, yang dipilih oleh dan dari
Anggota Dewan.

Ketua Dewan, yang juga merangkap sebagai anggota, memiliki hak suara
yang sama dengan para Anggota Dewan.
IMI Provinsi dapat juga menunjuk seseorang yang dinilai sebagai ahli/pakar
dalam jenis kegiatan yang berkaitan dengan kasus yang sedang diproses,
untuk bertindak sebagai Narasumber yang tidak memiliki hak suara (voting
right).

3.2.2 Tugas Dewan Banding Daerah.

Membahas/memproses permohonan banding, yang diajukan oleh pihak
terkait atas keputusan yang dibuat oleh Dewan Juri atau Wasit.
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3.2.3 Wewenang Dewan Banding Daerah.

1. Menerima permohonan banding yang diajukan. Dalam hal ini Dewan
dapat membatalkan, memperingan sanksi atau sanksi-sanksi yang telah
dijatuhkan oleh Dewan Juri.

2. Menolak permohonan banding yang diajukan dan memperkuat keputusan
Dewan Juri tentang sanksi atau sanksi-sanksi yang dijatuhkan kepada
pemohon banding.

3.2.4 Batas Kewenangan Banding Daerah.

1. Hanya berwenang membahas/memproses dan menjatuhkan sanksi atau
sanksi-sanksi untuk perkara pelanggaran yang terjadi dalam kegiatan
tingkat Provinsi dan Klub (Kejuaraan maupun Non Kejuaraan).

2. Tidak berwenang untuk menjatuhkan sanksi Eksklusi.

3.3. Dewan Disiplin Nasional.

3.3.1. Keanggotaan.

Anggota Dewan berjumlah 3 atau 5 orang, diangkat oleh IMI Pusat, yang
memenuhi persyaratan bagi jabatan dan tugas tersebut.
Dewan dipimpin oleh seorang Ketua, yang dipilih oleh dan dari para Anggota
Dewan.

Ketua Dewan, yang juga merangkap sebagai anggota, memiliki hak suara
yang sama dengan Anggota Dewan.
IMI Pusat dapat juga menunjuk Anggota Komisi dari jenis olah raga yang
terkait dengan perkara yang sedang diproses, atau pihak-pihak yang
dipandang berkemampuan untuk bertindak sebagai Narasumber yang tidak
memiliki hak suara (voting right).

3.3.2. Tugas-tugas Dewan Disiplin Nasional

1. Membahas/memproses laporan Dewan Disiplin Daerah tentang
pelanggaran yang terjadi dalam kegiatan Provinsi dan Klub (Kejuaraan
maupun non Kejuaraan) dan usulan tentang sanksi atau sanksi-sanksinya.

2. Membahas/memproses laporan dewan juri atau Wasit atau pihak terkait
dalam kegiatan tingkat Nasional atau Regional (baik Kejuaraan maupun
non Kejuaraan) dan tingkat Internasional, tentang pelanggaran atau
pelanggaran-pelanggaran yang terjadi serta usulan-usulan tentang sanksi
atau sanksi-sanksi.

3.3.3. Wewenang Dewan Disiplin Nasional.

1. Memperkuat keputusan Badan-badan Peradilan pada tingkat dibawahnya
(Dewan Juri dalam kegiatan tingkat Regional, Nasional atau Internasional,
atau Dewan Disiplin dan Banding Daerah untuk kasus-kasus yang terjadi
dalam kegiatan tingkat Daerah), tentang sanksi atau sanksi-sanksi yang
dijatuhkan kepada pelaku pelanggaran.
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2. Memperingan sanksi atau sanksi-sanksi yang telah dijatuhkan oleh Badan
Peradilan pada tingkat dibawahnya.

3. Menjatuhkan sanksi atau sanksi-sanksi tambahan, dengan atau tanpa
merubah sanksi atau sanksi-sanksi yang telah dijatuhkan oleh Badan
Peradilan pada tingkat dibawahnya kepada  pelaku pelanggaran tersebut
(lihat pasal. 2.3.).

4. Menetapkan batas waktu skorsing yang diusulkan oleh Dewan Juri dalam
kegiatan  tingkat  Nasional  atau  Internasional, berkaitan dengan
dijatuhkannya sanksi  atau sanksi-sanksi lain.

5. Menjatuhkan sanksi Eksklusi.

3.4. Dewan Banding Nasional.

3.4.1. Keanggotaan.

Anggota Dewan berjumlah 3 atau 5 orang yang diangkat oleh IMI Pusat,
yang dinilai memenuhi persyaratan bagi jabatan dan tugas tersebut.

Dewan dipimpin oleh seorang Ketua, yang dipilih oleh dan dari para
Anggota Dewan.

Ketua Dewan yang juga merangkap sebagai anggota memiliki hak suara
yang sama dengan Anggota Dewan.
IMI Pusat dapat juga menunjuk Ketua atau Anggota Komisi dari jenis
olahragayang terkait dengan perkara yang sedang diproses, untuk bertindak
sebagai Narasumber yang tidak memiliki hak suara (voting right).

3.4.2. Tugas Dewan Banding Nasional.

1. Membahas/ memproses permohonan banding yang diajukan oleh pihak
terkait, atas keputusan yang diambil oleh Dewan Juri berkaitan dengan
pelanggaran yang dilakukan dalam kegiatan tingkat Nasional.

2. Membahas/memproses permohonan banding yang diajukan oleh pihak
terkait, atas keputusan yang diambil oleh Dewan Disiplin dan Banding
Daerah, berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan dalam kegiatan
tingkat Daerah.

3.4.3 Wewenang Dewan Banding Nasional.

1. Menerima permohonan yang diajukan. Dalam hal ini Dewan dapat
memperingan atau bahkan membatalkan sanksi atau sanksi-sanksi yang
telah dijatuhkan oleh badan-badan Peradilan pada tingkat dibawahnya.

2. Menolak permohonan banding yang diajukan dan memperkuat
keputusan
Badan-badan Peradilan pada tingkat dibawahnya tentang sanksi atau
sanksi-sanksi yang dijatuhkan kepada pemohon banding.
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4. PROTES DAN BANDING.

4.1. Hak Protes.
Hak Protes adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Nasional Olahraga
Kendaraan Bermotor ( PNOKB)
Peserta suatu kegiatan ( pasal 14.1. Peraturan Dasar Olahraga) dapat
mengajukan protes atas hal-hal sebagai berikut :

1. Keabsahan dan/atau status peserta lain.
2. Keabsahan status dan/atau spesifikasi sepeda motor yang digunakan oleh

peserta lain.
3. Tindakan tidak sportif yang dilakukan peserta lain, sehingga merugikan

pihak yang mengajukan protes dan/atau pihak lain.
4. Jalannya lomba.
5. Hasil lomba (sementara) yang diumumkan oleh Panitia.

4.2. Hak Banding.

Hak Banding adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Nasional Olahraga
Kendaraan Bermotor ( PNOKB)

4.2.1. Dalam Kegiatan Tingkat Daerah dan Klub.

1. Permohonan banding terhadap keputusan atau keputusan-keputusan
Dewan Juri atau Wasit, diajukan ke Dewan Disiplin atau Banding Daerah.

2. Permohonan Banding terhadap keputusan atau keputusan-keputusan
Dewan Disiplin atau Dewan Banding Daerah, diajukan ke Dewan Banding
Nasional.

4.2.2. Dalam kegiatan tingkat Nasional dan Regional.

Permohonan Banding terhadap keputusan atau keputusan-keputusan Dewan
Juri diajukan ke Dewan Banding Nasional.

4.3. Tata Cara dan Batas Waktu Mengajukan Protes.

4.3.1. Tata cara pengajuan protes.

Dalam  suatu  kegiatan,  protes juga harus diajukan sesuai  dengan ketentuan
yang tercantum dalam Peraturan Pelengkap untuk kegiatan tersebut dan
diserahkan kepada Pimpinan Perlombaan atau Sekretaris Perlombaan bersama
dengan biaya protes.

4.3.2 Batas Waktu Pengajuan Protes.

1. Protes tentang keabsahan/status peserta, harus sudah diajukan sebelum
latihan resmi dimulai.

2. Protes tentang spesifikasi motor, tindakan tidak sportif atau jalannya
lomba, harus diajukan selambat-lambatnya 30 menit setelah nomor lomba
(race) yang bersangkutan selesai.
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3. Protes tentang hasil lomba (sementara), harus diajukan selambat-
lambatnya 30 menit setelah hasil lomba tersebut diumumkan.

4.4. Keputusan mengenai proses.

Setelah mengadakan hearing, Dewan Juri/Wasit harus membuat keputusan
berkaitan dengan adanya protes yang diajukan.
Keputusan tersebut harus dibuat berdasarkan ketentuan-ketentuan yang
tercantum dalam Peraturan Pelengkap untuk kegiatan tersebut dan apabila
dipandang perlu dalam Peraturan-peraturan yang lebih tinggi.

4.5. Sanksi.

Semua pihak yang terkait, terikat pada keputusan yang dibuat oleh Dewan Juri
atau Wasit.
Keputusan tersebut tetap berlaku sepenuhnya, walaupun ada permohonan
banding, sampai ada keputusan dari Badan yang berwenang.

4.6. Tata cara dan Batas waktu pengajuan banding.

Permohonan Banding hanya akan diproses apabila diajukan dengan cara yang
sesuai dengan peraturan dan tidak melampaui batas waktu yang ditentukan.

4.6.1. Tata cara pengajuan permohonan banding.

1. Permohonan banding harus diajukan secara tertulis dan disampaikan
secara langung atau setidak-tidaknya dengan Pos Kilat Khusus ke IMI
Provinsi atau IMI Pusat sesuai dengan tingkat kegiatan tersebut.

2. Dalam  surat permohonan banding yang dicantumkan :
a.  Keputusan  Badan  Peradilan  yang  menjadi  penyebab  diajukannya

permohonan banding tersebut, berikut penjelasan rinci tentang hal
tersebut.

b. Keterangan singkat tentang alasan atau alasan-alasan pengajuan
permohonan banding tersebut.

3. Biaya banding dan/atau uang garansi harus disampaikan bersama-sama
dengan surat permohonan banding.

4.6.2. Batas waktu pengajuan banding.

Batas waktu pengajuan banding adalah sebagai berikut :
1. Banding  terhadap keputusan Dewan Juri atau  Wasit  :  48 jam.
2. Banding  terhadap keputusan  Dewan  Disiplin Daerah :  5 hari.

Batas-batas waktu tersebut diatas, dihitung mulai hari/tanggal diterimanya
keputusan yang menjadi penyebab diajukannya permohonan banding tersebut
(lihat pasal 4.2.).
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4.7. Biaya-Biaya.

4.7.1. Biaya-biaya berkaitan dengan pengajuan protes atau permohonan
banding.

Besarnya biaya-biaya dan/atau uang garansi yang harus dibayar ketika
mengajukan protes adalah sebesar Rp 1.000.000,- ( Satu juta rupiah ). Biaya
dan/atau uang garansi yang harus dibayar ketika mengajukan permohonan
banding adalah sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).

Ketentuan tersebut harus dicantumkan dalam Peraturan Pelengkap setiap
kegiatan.
Biaya-biaya tersebut akan “hilang” atau tidak dikembalikan  apabila :
1. Protes atau permohonan banding yang diajukan ditolak, baik karena

kurangnya bukti atau tidak berdasar.
2. Protes atau permohonan banding tersebut dicabut, baik sebelum atau

sesudah sidang/dengar pendapat dimulai.

4.7.2. Biaya-biaya berkaitan dengan penundaan sidang.

Apabila sidang ditunda atas permintaan salah satu pihak untuk mendatangkan
sanksi atau saksi-saksi tambahan, maka pihak tersebut dapat diminta untuk
menyerahkan uang garansi tambahan, yang besarnya ditentukan oleh Badan
Peradilan yang bersangkutan. Sidang tidak akan dilanjutkan sampai uang
garansi tambahan tersebut dilunasi.

4.8. Batas waktu penyelenggaraan sidang.

1. Dewan Disiplin dan Banding Daerah harus sudah bersidang dan
memutuskan perkara Banding selambat-lambatnya 15 hari setelah
menerima laporan Dewan Juri/Wasit dan/atau surat permohonan banding.

2. Dewan Disiplin atau Dewan Banding Nasional harus sudah bersidang dan
memutuskan perkara Banding selambat-lambatnya 15 hari setelah
menerima laporan dari Badan Peradilan pada tingkat dibawahnya atau
Surat Permohonan Banding.

4.9. Penundaan pelaksanaan sanksi.

Permohonan banding terhadap sanksi skorsing yang diajukan secara benar
dan segera disampaikan kepada Dewan Banding Nasional / IMI Pusat, akan
menunda pelaksanaan sanksi tersebut sampai ada keputusan dari Dewan
Banding yang terkait.

5. TATA CARA SIDANG BADAN-BADAN PERADILAN.

5.1.1. Hak untuk diperiksa.

Pihak atau pihak-pihak yang dituduh melakukan pelanggaran peraturan atau
peraturan-peraturan IMI, memiliki hak untuk diperiksa dan/atau
mempertahankan atau membela diri.
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Pembelaan yang disampaikan harus berdasarkan fakta atau fakta-fakta yang
kuat serta peraturan atau peraturan-peraturan IMI, termasuk Peraturan Dasar
Olah Raga dan Lampiran-Lampirannya.
Apabila pihak atau pihak-pihak yang akan diperiksa tidak hadir tanpa alasan
apapun atau yang dapat diterima oleh Badan Peradilan yang terkait, maka
keputusan atau  keputusan-keputusan  Badan  Peradilan tersebut  akan
dijatuhkan secara “ in absensia “ .

Apabila semua pihak yang terkait dengan kasus yang sedang diproses
sepakat, bahwa kasus tersebut sepenuhnya terserah kepada interpretasi
peraturan atau peraturan-peraturan IMI, maka keputusan Dewan akan diambil
berdasarkan pernyataan/laporan tertulis yang telah disampaikan oleh pihak-
pihak tersebut tanpa mengadakan sidang pemeriksaan atau dengar pendapat.

5.1.2. Sidang Pemeriksaan.

Sidang-sidang Pemeriksaan bersifat terbuka, kecuali Badan Peradilan yang
bersangkutan menyatakan sebaliknya.
Segera setelah sidang dibuka, ketua Dewan akan memanggil pihak-pihak yang
bersangkutan, untuk menyampaikan keterangan tentang kasus tersebut,
tanpa hadirnya saksi atau saksi-saksi.
Selanjutnya Dewan akan mendengarkan kesaksian dari saksi atau saksi-saksi
untuk melengkapi data-data yang diperlukan. Dalam sidang atau sidang-
sidang tersebut, Anggota Dewan atas persetujuan Ketua Dewan, dapat
mengajukan pertanyaan atau pertanyaan-pertanyaan kepada semua pihak
yang terkait (termasuk saksi atau saksi-saksi).

5.3. Saksi-saksi.

Pihak-pihak yang terkait dengan kasus atau kasus-kasus yang sedang
diproses, berhak untuk membawa atau mendatangkan saksi atau saksi-saksi.
Jumlah dan nama atau nama-nama saksi, harus di beritahukan kepada Dewan
Peradilan yang terkait, bersama dengan pengajuan surat protes atau banding.

Kehadiran maupun biaya untuk menghadirkan saksi atau saksi-saksi tersebut,
menjadi beban dan tanggung jawab pihak yang mengajukan.
Badan Peradilan IMI tidak berwenang untuk meminta saksi atau saksi-saksi
untuk memberi keterangan dibawah sumpah. Jadi kesaksian diberikan secara
sukarela dengan menjujung tinggi asas sportifitas dan kejujuran. Saksi atau
saksi-saksi hanya boleh memberikan keterangan atau kesaksian tentang fakta
atau fakta-fakta yang dilihat atau diketahuinya secara langsung dan bukan
pendapatnya, kecuali badan peradilan yang terkait menilai saksi atau saksi-
saksi tersebut sebagai ahli/pakar dibidang yang terkait dengan kasus yang
sedang diproses.
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Setelah memberikan kesaksian, saksi atau saksi-saksi dilarang meninggalkan
ruang sidang dan/atau berbicara dengan saksi atau saksi-saksi lain yang masih
akan memberikan kesaksian lebih lanjut.

5.4. Keputusan.

Keputusan semua Badan Peradilan IMI, diambil dengan cara pemungutan
suara, berdasarkan suara terbanyak. Baik Ketua maupun Anggota Dewan
memiliki hak suara yang sama. Dalam sistem Peradilan IMI tidak dikenal
adanya suara abstain.
Badan-badan Peradilan Banding baik Daerah maupun Nasional, dalam
memutuskan perkara atau perkara-perkara banding yang diajukan oleh pelaku
pelanggaran, tidak boleh menjatuhkan sanksi atau sanksi-sanksi yang lebih
berat daripada sanksi atau sanksi-sanksi yang telah dijatuhkan oleh Badan
Peradilan pada tingkat dibawahnya.
Keputusan Badan Peradilan berlaku segera setelah diumumkan, kecuali apabila
ada permohonan banding yang segera diajukan. Keputusan-keputusan yang
dibuat oleh Dewan Disiplin Nasional atau Dewan Banding Nasional bersifat
final, kecuali salah satu pihak yang terkait dapat menemukan bukti atau bukti-
bukti baru, yang belum atau tidak dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam
sidang sebelumnya, serta dinilai dapat mempengaruhi keputusan yang telah
diambil. Pihak tersebut harus mengajukan permohonan sidang ulang secara
tertulis kepada Badan Peradilan yang terkait, disertai keterangan rinci tentang
bukti atau bukti-bukti yang baru ditemukan, yang akan menjadi bahan
pertimbangan Badan Peradilan tersebut dalam memutuskan apakah sidang
ulang perlu atau layak diselenggarakan.
Keputusan tersebut diatas beserta alasan-alasan atau pertimbangan-
pertimbangannya dan bukti atau bukti-bukti baru yang diterima harus
diberitahukan/disampaikan kepada Sekjend IMI. Semua berkas dan/atau
dokumen yang menyangkut persidangan Badan Peradilan IMI, harus
diserahkan ke Sekretariat IMI Pusat atau IMI Provinsi sesuai dengan tingkat
Badan Peradilan tersebut untuk disimpan dan /atau ditindak lanjuti.

5.5. Kerahasiaan.

Setiap anggota Badan-badan Peradilan IMI, wajib menjaga kerahasiaan sidang
intern atau pertimbangan-pertimbangan yang melatar belakangi keputusan
Dewan.

5.6. Pemberitahuan mengenai keputusan.
Semua keputusan Badan-badan Peradilan IMI harus disampaikan secara
tertulis kepada semua pihak yang terkait, baik diserahkan secara langsung
atau melalui Surat Kilat Khusus dengan dilampiri Formulir Tanda Terima yang
harus dikirim kembali ke Badan Peradilan yang terkait.
Disamping itu, keputusan tersebut juga harus diberitahukan ke PengprovIMI
daerah asal pihak-pihak yang tersangkut.
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Keputusan-keputusan Dewan Disiplin Nasional atau Dewan Banding Nasional
juga harus diberitahukan ke semua IMI Provinsi.

5.7. Publikasi.

Badan-badan Peradilan IMI berhak untuk mempublikasikan keputusan-
keputusan yang dibuat, berikut nama atau nama-nama pihak-pihak yang
terkait.
Pihak dan/atau pihak-pihak yang namanya tercantum dalam publikasi
tersebut, tidak berhak untuk berkeberatan dan/atau mengajukan protes,
banding dan/atau tuntutan apapun kepada IMI Pusat maupun IMI Provinsi,
Badan-badan Peradilan IMI dan/atau perorangan yang mempublikasikan hal
tersebut diatas.

6. BIAYA-BIAYA BERKAIT DENGAN KEPUTUSAN-KEPUTUSAN
BADAN PERADILAN.

Biaya-biaya yang harus dikeluarkan sehubungan dengan keputusan Badan
Peradilan, ditetapkan oleh Badan Peradilan tersebut dan menjadi beban dan
tanggung jawab pihak yang dinyatakan kalah atau salah oleh Dewan.

6.1. Pembayaran denda dan/atau biaya.

Apabila sanksi telah ditetapkan dan biaya dan/atau denda yang harus dibayar
tidak dilunasi dalam waktu 30 hari setelah keputusan diberitahukan sesuai
dengan bunyi pasal 5.6., maka semua pihak atau pihak-pihak yang harus
melunasi, terkena sanksi skorsing, sampai biaya dan/atau denda tersebut
dilunasi.

7. AZAS TIMBAL BALIK.

IMI merupakan satu-satunya induk organisasi Indonesia Olahraga Bermotor -
baik sepeda motor maupun mobil - di Indonesia.
Dengan demikian maka sanksi skorsing atau diskualifikasi yang dijatuhkan
kepada semua pihak dalam kegiatan sepeda motor berlaku juga dalam
kegiatan mobil. Demikian pula sebaliknya.
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KEJUARAAN NASIONAL MOTOCROSS
IKATAN MOTOR INDONESIA

01.1 DEFINISI MOTOCROSS
Motocross adalah kejuaraan cross country yang dilaksanakan didalam sirkuit
dengan menggunakan rintangan - rintangan.
Perlombaan in terbuka untuk kendaraan jenis Motocross dan Enduro sesuai
dengan buku peraturan teknik FIM (Appendix 01, FIM Motocross Technical
Rules).

01.2 KEJUARAAN DAN UMUM
Setiap tahun PP.IMI menyelenggarakan Kejuaraan Nasional Motocross untuk
kelas 50cc, kelas 65cc, kelas 85cc, MX 2 Novice, MX 2 Junior dan kelas MX 2.

Kejuaraan ini dilaksanakan oleh Pengprov IMI dengan memakai
Peraturan Nasional dengan mengikuti ketentuan dan Peraturan FIM
Sporting Code.

01.3 PEMBALAP

01.3.1 Pembalap
a. Kelas 50cc (Umur maksimum 8 tahun / lahir maksimum tahun 2009)
b. Kelas 65cc (umur minimum 10 tahun dan maksimum 12 tahun / lahir

antara 1 Januari 2005 dan 31 Desember 2007 )
c. Kelas 85cc (umur minimum 11 tahun dan maksimum 14 tahun / lahir

antara 1 Januari 2003 dan 31 Desember 2006 ).
d. Kelas MX2 Novice adalah pembalap yang yang berusia diatas 15 tahun

dan baru mulai berlomba memakai kendaraan Motocross (bukan
berasal dari kelas 85cc & bukan pembalap grasstrack kategori Senior)

e. Kelas MX2 Junior (umur minimum 13 tahun / lahir antara 1 Januari
2004 ), Pembalap kategori ini tidak pernah terdaftar dalam Kategori
MX2 Grade A dan B Tahun 2011 dan sebelumnya. ( Maksimum 2 tahun
masuk 3 besar dikelas ini harus naik ke MX 2 dan kenaikan
berdasarkan prestasi)
Yang masuk MX2 Junior adalah Pembalap Novice yang tahun 2016
masuk rangking 5 besar, Pembalap road race senior dan pembalap
grasstrack Senior (pd tahun 2015 masuk kelas MX2 Junior Plus)

f. Kelas  MX2 ( umur di atas 17 tahun )
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Balapan Tambahan Non Kejuaraan Nasional :
a. Kelas 65cc Novice (umur minimum 8 tahun dan maksimum 10 tahun /

lahir antara 1 Januari 2007 dan 31 Desember 2009 )
b. Kelas MX 1 (Umur di atas 16 tahun). Pesertanya kategori MX2 (bukan

MX2 junior dan MX2 Novice) . Tahun 2016 masih diperbolehkan
menggunakan sepeda motor dengan spesifikasi MX2 / 125cc karena
kelas ini masih sosialisasi.

Kategori Grade A , B dan C tidak ada lagi mulai tahun 2012 para peserta
menyesuaikan kelas yang ada sesuai dengan kategori dan usianya dan
berdasarkan daftar yang dikeluarkan oleh PP IMI.

Umur minimum dimulai pada saat tanggal ulang tahun pembalap.
Umur maximum berakhir pada akhir tahun dimana pembalap mencapai umur 12
tahun ( kelas 65 cc ) , umur 14 tahun ( kelas 85 cc )

Semua kejuaraan hanya dapat diikuti untuk satu kelas saja.
Penyelenggara wajib membuat dan memberikan Piagam Penghargaan
terutama untuk kelas 50cc, 65cc Novice, 65cc dan kelas 85cc.

Kelas-kelas Kejuaraan Nasional ini wajib menggunakan Ban merk “PIRELLI”
sesuai tabel dibawah ini:

MERK Type
PIRELLI MX EXTRA J
PIRELLI MX EXTRA X
PIRELLI MX HARD 486
PIRELLI MX MIDHARD 554
PIRELLI MX MIDSOFT 32
PIRELLI MX SOFT 410

01.3.2 Kartu Ijin Start ( KIS)
Pembalap yang akan turut serta pada Kejuaraan Nasional ini harus memiliki
Kartu Ijin Start (KIS) yang masih berlaku
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Bagi pembalap yang pada saat start telah berumur 16 tahun dan telah
memiliki SIM C serta Kartu Ijin Start (KIS) yang masih berlaku sesuai
dengan kategori dan jenisnya akan diperkenan kan turut serta

Bagi pembalap yang masih dibawah umur 16 tahun wajib memiliki Kartu Ijin
Start (KIS) serta surat pernyataan tertulis diatas materai dari orang tua,
khusus untuk kelas 50cc, 65cc novice, 65cc, 85cc dan MX2 Junior
pada saat pertama kali mendaftar ( di awal tahun / seri kejuaraan )
wajib melampirkan fotocopy akte kelahiran, fotocopy kartu keluarga
dan fotocopy Raport serta membawa aslinya untuk di perlihatkan
kepada petugas dari PP IMI yang bertugas pada saat itu.
Peserta yang tidak dapat memperlihatkan data diri tersebut di atas
maka sanksi yang akan diberikan adalah tidak diperbolehkan ikut
berlomba sesuai dengan kelas yang diikutinya.
Pembalap wajib berbadan sehat, layak berlomba dan dapat diperiksa
sewaktu - waktu oleh petugas kesehatan sebelum lomba dimulai

01.3.3 Nomor Start
Sepuluh pembalap kelas MX2, MX2 Junior, kelas 85cc dan kelas 65 cc
rangking Kejuaraan Nasional pada tahun sebelumnya wajib memakai
nomor startnya sesuai urutannya
Pembalap yang tidak termasuk dalam rangking tersebut dapat
memilih nomor startnya dengan terlebih dahulu memberitahu kepada
panitia penyelenggara.

Pembalap juga diwajibkan membuat nomor start punggung pada kaos / body
protector yang akan dipergunakan pada saat latihan dan balapan.

Untuk ukuran dan warna dan nomer start untuk semua kelas harus
mengikuti peraturan dari FIM Motocross Technical Rules art.01.55 dan
art.01.76. (ukuran terlampir) yaitu :

Kelas 50 : Dasar BIRU dengan angka KUNING
Kelas 65 : Dasar biru (blue 5005) dengan angka putih

( white 9010 )
Kelas 85 : Dasar putih dengan angka hitam
Kelas MX2 NOVICE : Dasar KUNING dengan angka HITAM
Kelas MX2 junior : Dasar hitam dengan angka kuning
Kelas MX2 : Dasar hitam dengan angka putih
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Kelas tambahan non kejuaraan Nasional :
Kelas 65 Novice : Dasar putih dengan angka merah
Kelas MX 1 : Dasar putih dengan angka hitam

01.4 KENDARAAN DAN KELAS

01.4.1 Kendaraan

Perlombaan ini terbuka untuk kendaraan jenis Motocross dan
Enduro sesuai dengan peraturan tehnik FIM (Appendix 01,
Motocross Technical Rules).

01.4.2 Kelas
Kelas – kelas untuk Kejuaraan Nasional Motocross adalah :
Kejuaraan Nasional Motocross   Minimum cc Maximum cc
a. Kelas 65cc :

2 Tak 50cc 65cc

b. Kelas 85 cc :
2 Tak 80cc 85cc
4 Tak 75cc 150cc

c. Kelas MX2 NOVICE, MX2 Junior dan MX2 :
2 Tak 100cc 125cc
4 Tak 175cc 250cc

 Pembalap kelas MX2 junior yang telah berumur lebih dari 15 tahun
dapat mengikuti balapan moto / heat 2 kelas MX2 dengan memakai
kendaraan 125cc (Apabila Starting Gate masih tersisa/ Tidak
terisi ) dengan melapor kepada Pimpinan perlombaan tanpa perlu
mendaftar dan mengikuti QTT tetapi tidak berhak mendapat hadiah
pada kelas tersebut. Diutamakan untuk peserta yang mempunyai
peringkat 1 s/d 5 pada kelasnya.

 Pembalap kelas 85cc yang telah berumur lebih dari 13 tahun dapat
mengikuti balapan moto / heat 2 kelas MX2 JUNIOR dengan memakai
kendaraan 125cc (Apabila Starting Gate masih tersisa/Tidak
terisi ) dengan melapor kepada Pimpinan Perlombaan tanpa perlu
mendaftar dan mengikuti QTT, tetapi tidak berhak mendapat hadiah
pada kelas tersebut.. Diutamakan untuk peserta yang mempunyai
peringkat 1 s/d 5 pada kelasnya.
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 Pembalap kelas 65cc yang telah berumur lebih dari 11 tahun dapat
mengikuti balapan moto / heat 2 kelas 85 cc dengan memakai
kendaraan 85 cc (Apabila Starting Gate masih tersisa/ Tidak
terisi ) dengan melapor kepada Pimpinan perlombaan tanpa perlu
mendaftar dan mengikuti QTT tetapi tidak berhak mendapat hadiah
pada kelas tersebut, diutamakan untuk peserta yang mempunyai
peringkat 1 s/d 5 pada kelasnya.

 Pembalap kelas 65cc Novice yang telah berumur 10 tahun dapat
mengikuti balapan moto / heat 2 kelas 65 cc dengan memakai
kendaraan 65cc (Apabila Starting Gate masih tersisa/ Tidak
terisi ) dengan melapor kepada Pimpinan perlombaan tanpa perlu
mendaftar dan mengikuti QTT tetapi tidak berhak mendapat hadiah
pada kelas tersebut. Diutamakan untuk peserta yang mempunyai
peringkat 1 s/d 5 pada kelasnya.

 Pembalap kelas 50cc yang telah berumur 8 tahun dapat mengikuti
balapan moto / heat 2 kelas 65cc novice dengan memakai kendaraan
65cc (Apabila Starting Gate masih tersisa/ Tidak terisi )
dengan melapor kepada Pimpinan perlombaan tanpa perlu mendaftar
dan mengikuti QTT tetapi tidak berhak mendapat hadiah pada kelas
tersebut. Diutamakan untuk peserta yang mempunyai peringkat 1 s/d
5 pada kelasnya.

 Pimpinan Perlombaan berhak menolak peserta yang akan mengikuti
Moto / heat 2 untuk kelas satu tingkat di atasnya tanpa
mengemukakan suatu alasan apapun.

 Khusus untuk putaran terakhir / FINAL maka ketentuan
tersebut diatas ditiadakan

01.4.3 Balapan tambahan
Dalam jadwal acara masih dapat ditambahkan kelas – kelas lainnya yang
merupakan balapan tambahan : ( balapan tambahan tertera di atas)

Jika diperlukan, Jury dapat mengganti jadwal acara dari balapan tambahan
atau membatalkannya

01.5 LINTASAN

01.5.1 Spesifikasi Lintasan
Lihat Standard Sirkuit Motocross
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01.5.2 Keamanan
Tempat start, finish, paddock dan semua tempat disekitar lintasan dimana
penonton dilarang harus dipasang pagar pembatas. Pagar pembatas penonton
harus kuat dan cukup tinggi untuk menjaga penonton.
Penggunaan anjing untuk keamanan dilarang didaerah pembalap, mekanik,
signal dan pers.

Pada tiap sisi dari lintasan harus ada daerah bebas paling tidak lebar 1 meter
untuk pembatas penonton dan pembalap. Daerah ini harus dipasang pagar
pembatas disisi bagian penonton dan dipasang pembatas disisi bagian
lintasan

Pemasangan pembatas di daerah bebas harus tidak lebih tinggi dari 500 mm
diatas permukaan tanah dan dipasang dengan pita ( untuk keamanan tali
tidak diperbolehkan ).
Bahan dari pembatas harus terbuat dari kayu ( mudah patah ) atau bahan
yang fleksibel.

Karung jerami / pasir atau benda lainnya dari bahan yang lentur harus
dipasang untuk menjaga pembalap didaerah berbahaya untuk melindungi
semua daerah / bagian yang berbahaya seperti pohon, pipa, tembok dan
lainnya

Lintasan harus bebas dan batu - batu besar dan benda apapun yang keluar
keatas permukaan tanah harus dibersihkan.

Lintasan diusahakan harus dalam keadaan basah, jika perlu setiap saat
sebelum antara setiap balapan harus dengan kondisi yang semua hal ini
dimaksudkan untuk menjaga dan menjamin penonton dan pembalap bebas
dari debu yang berlebihan.
(Lihat Standard Sirkuit Motocross)

01.5.3 Inspeksi
Lihat Standard Sirkuit Motocross

01.5.4 Pemeriksaan lintasan
Lihat Standard Sirkuit Motocross

PERATURAN MOTOCROSS 63 IKATAN MOTOR INDONESIA



01.6 PANITIA

01.6.1 Ketua Jury, Anggota Jury dan Pengamat
Ketua Jury, dan salah satu Anggota Jury akan dinominasikan oleh Komisi
Motocross / PP. IMI dan mempunyai Licence.

Bila Ketua Jury berhalangan hadir pada waktu yang telah ditentukan maka
Anggota Jury yang ditunjuk atau disetujui oleh Komisi Motocross / P.P. IMI
dapat menggantikannya.

Bila Anggota Komisi Motocross PP.IMI yang menjadi anggota Jury
berhalangan hadir pada waktu yang telah ditentukan, Ketua Jury dapat
menggantinya dengan prioritas utama diberikan pada anggota Komisi
Motocross PP.IMI yang ada ditempat, bukan dari IMI Provinsi.
IMI Provinsi hanya dapat mengutus satu Anggota Jury yang mempunyai
Licence walaupun dalam balapan tersebut ada Kejuaraan lainnya yang
diselenggarakan.

01.6.2 Utusan IMI Provinsi
IMI Provinsi harus memberikan secara tertulis siapa yang ditunjuk menjadi
utusan dari IMI Provinsinya, dimana utusan yang ditunjuk harus mempunyai
Licence minimum sebagai Jury dan harus diperlihatkan pada saat rapat Jury.

IMI Provinsi hanya dapat mengutus satu Anggota Jury utusannya walaupun
dalam balapan tersebut ada Kejuaraan lainnya yang diselenggarakan.

01.6.3 Pimpinan Perlombaan
Pimpinan Perlombaan dapat ditunjuk oleh PP.IMI atau IMI Provinsi asalkan
mempunyai Licence “Pimpinan Perlombaan” yang masih berlaku.

011.7 RAPAT ANTARA PENYELENGGARA DENGAN JURY
Rapat antara Penyelenggara dengan Jury akan diadakan pada hari Jumat jam
16.00 setelah pemeriksaan lintasan. Rapat ini harus diikuti oleh Ketua Jury,
Pimpinan  Perlombaan,  Panitia  Penyelenggara (  OC  ),  utusan  IMI Provinsi,
Anggota   Jury,   Sekretaris   Perlombaan,   Koordinator   Pencatat Waktu,
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Koordinator Scrutineering, Koordinator Paddock Marshall, Koordinator Petugas
Bendera, Koordinator Kesehatan dan Koordinator Keamanan. Jika Koordinator
Kesehatan dan Koordinator Keamanan tidak hadir, maka Panitia
Penyelenggara harus menyiapkan rencana penempatan petugas Kesehatan
dan petugas Keamanan dilapangan dan juga harus menyiapkan rencana
pertolongan pertama / evakuasi dari petugas Kesehatan dalam rangka
kejuaraan tersebut.

01.8 PAS TANDA MASUK
Panitia penyelenggara diharuskan mengeluarkan pas tanda masuk yang wajib
dipergunakan oleh panitia, pembalap dan lainnya yang berkepentingan. Pas
tanda masuk tersebut harus sesuai dengan fungsinya masing - masing.

01.9 PERATURAN PELENGKAP PERLOMBAAN
Panitia penyelenggara diharuskan mengeluarkan Peraturan Pelengkap
Perlombaan dan telah disahkan oleh Komisi Motocross / P.P.IMI paling lambat
1 (satu) bulan sebelum perlombaan dilaksanakan, dimana Peraturan
Pelengkap Perlombaan tambahan harus sesuai dengan Standard Peraturan
Pelengkap Perlombaan (sesuai dengan terlampir).

01.9.1 Peraturan Perlombaan Tambahan
Panitia penyelenggara diharuskan menyediakan / memberikan kepada
pembalap peraturan perlombaan tambahan yang berisi data - data yang
komplit dari kejuaraan

01.9.2 Pendaftaran
Setiap pembalap yang akan mengikuti Kejuaraan Nasional Motocross ini wajib
mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan dan menandatangani
diatas materai dan mengirimkannya kembali kepada sekretariat panitia 1
(satu) minggu sebelum hari pelaksanaan perlombaan lengkap dengan data -
data dari pembalap, mekanik, dan kendaraannya berikut masing - masing 2
(dua) lembar pas foto ukuran 3 X 4 serta data dari team manajer (bila ada).

01.9.3 Biaya Pendaftaran
Pendaftaran normal adalah hari Senin sampai Kamis di Minggu kejuaraan.
Pendaftaran dengan denda adalah Hari Jumat dan Sabtu, sebelum briefing.

Dengan uang pendaftaran maksimal Rp 500.000,- per kelas. Biaya
pendaftaran ditambah denda maksimal Rp 550.000,- / kelas.
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Panitia tidak akan menerima pendaftaran yang belum lengkap pengisiannya
maupun kelengkapan - kelengkapan lainnya.

Pembatalan pendaftaran 1 (satu) hari sebelum hari pelaksanaan uang
pendaftaran tidak dikembalikan.

01.9.4 Penolakan Pendaftaran
Panitia berhak menolak pendaftaran tanpa memberikan alasan apapun dan
untuk itu panitia akan mengembalikan uang pendaftaran pembalap
bersangkutan

01.10 LATIHAN
Untuk latihan, pembalap hanya diperbolehkan menggunakan kendaraan
(maximum 2 kendaraan dengan kapasitas yang sama) yang telah di
scrutineering.

Setiap pembalap harus membawa kendaraannya untuk di scrutineering atas
nama dan nomor startnya. Untuk kendaraan kedua yang akan di scrutineering
dapat dilakukan dengan 2 (dua) kemungkinan :

1. Seorang pembalap dapat membawa kendaraan kedua untuk di
scrutineering atas nama dan nomor startnya.

2. Satu team dapat membawa kendaraan kedua untuk para pembalapnya
(maximum 2 pembalap ) untuk di scrutineering, dengan ketentuan
kendaraan tersebut dapat dipergunakan oleh para pembalapnya. Dalam hal
ini, team yang membawa kendaraan tersebut ke petugas scrutineering pada
saat akan di scrutineering diharuskan melaporkan nama dan nomor start
dari para pembalapnya yang akan mempergunakan kendaraan tersebut.

Start bersama - sama tidak diperbolehkan.

Pada saat sesi pre practice, pre qualifying practice (QTT), warm up melewati 2
(dua) kali chequred flag atau melanggar bendera merah akan dikenakan
denda sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah).
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01.10.1 Briefing Pembalap
Briefing akan diadakan antara Jury dan pembalap yang akan dilaksanakan pada
hari Sabtu, sesuai jadwal acara di depan pintu start, dimana briefing
tersebut harus diikuti oleh Ketua Jury, Anggota Jury, Pimpinan
Perlombaan, Koordinator Petugas Bendera, Koordinator Kesehatan,

Penyelenggara/Promotor, semua pembalap yang akan turut serta
dalam Kejuaraan. Dapat juga turut serta dalam briefing ini Sekretaris
Perlombaan dan Utusan IMI Provinsi

Pada saat briefing tersebut segala sesuatu mengenai masalah lintasan dan
keamanan akan dibicarakan.

Setelah selesai acara briefing akan dilakukan demonstrasi dari seluruh tata cara
start.

01.10.2 Latihan Resmi - Hari Sabtu
LIHAT JADWAL ACARA KEJUARAAN NASIONAL

01.10.3 Pengambilan Waktu Resmi - Hari Sabtu

Semua pembalap wajib mengikuti pengambilan waktu resmi, Sanksi
Diskualifikasi / tidak dapat mengikuti balapan utama (moto1 & 2)

LIHAT JADWAL ACARA KEJUARAAN NASIONAL

01.10.4 Seleksi Dari Pembalap
Seleksi maximum 30 pembalap yang akan mendapat tempat setelah mengikuti
Qualifying Time Trial (QTT) langsung mengikuti balapan utama ( moto 1 dan
moto 2 )

Khusus untuk kelas 65cc, 85cc, MX2 Junior dan MX2 peserta yang dapat turut
serta dalam balapan utama harus dapat menempuh waktu minimum
117 % dari waktu tercepat pembalap pada saat pengambilan waktu
resmi (QTT).

Pada saat dilakukan sesi Pre Qualifying Practice / QTT, Pembalap
tidak diperbolehkan memotong lintasan dan harus mengikuti jalur
lintasan, Sanksi waktu pembalap tersebut dihilangkan dan
ditempatkan diposisi terakhir
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01.10.5 Latihan Start - Hari Minggu
LIHAT JADWAL ACARA KEJUARAAN NASIONAL

Pada saat latihan ini juga harus diambil waktu tempuhnya dan diperlihatkan /
diumumkan.

Jarak antara latihan resmi / warm up dengan balapan pertama harus minimum
1 (satu) jam dan maksimum 2 (dua) jam.

01.10.6 Hasil Pengambilan Waktu Resmi
Semua hasil dari pengambilan waktu resmi harus ditanda tangani oleh Dewan
Jury.

01.11 PADDOCK PEMBALAP
Lihat Standard Sirkuit Motocross

Ketenangan paddock harus dijaga antara jam 19.00 - 06.00

01.12 KEHADIRAN PEMBALAP
01.12.1 Upacara Pembukaan
Semua pembalap wajib mengikuti acara pembukaan yang diadakan oleh panitia
penyelenggara.

01.13 BALAPAN

01.13.1 Pemilihan Mesin
Pembalap diperbolehkan menyiapkan 2 (dua) kendaraan / mesin yang telah
di Scrutineering, dimana pembalap diperbolehkan untuk mengganti Kendaraan
/ mesinnya diantara tiap balapan. Pemilihan akhir dari kendaraan paling
lambat 15 menit sebelum Pembalap diperintahkan menuju waiting
zone untuk start balapan dimulai dengan mengajukan permohonan
perubahan tersebut kepada Pimpinan Lomba dengan disertai alasan yang
jelas dan dapat dipertanggung jawabkan.
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01.13.2 Jadwal Balapan
Semua balapan harus berjalan dengan jadwal :
Kelas 50cc : 2 balapan, setiap balapan terdiri dari 10 menit

ditambah 2 putaran.
Kelas 65cc : 2 balapan, setiap balapan terdiri dari 12 menit

ditambah 2  putaran.
Kelas 85cc : 2 balapan, setiap balapan terdiri dari 15 menit

ditambah 2 putaran.
Kelas MX2 NOVICE : 2 balapan, setiap balapan terdiri dari 15 menit

ditambah 2 putaran.
Kelas MX2 JUNIOR : 2 balapan, setiap balapan terdiri dari 20 menit

ditambah 2 putaran.
Kelas MX2 : 2 balapan ,setiap balapan terdiri dari 25 menit

ditambah 2 putaran.

Balapan tambahan :

Kelas 65cc NOVICE : 2 balapan, setiap balapan terdiri dari 10 menit
ditambah 1 putaran

Kelas MX1 : 1 balapan, setiap balapan terdiri dari 20 menit
ditambah 2 putaran

Pembalap Motocross tidak diperbolehkan berlomba di kejuaraan
Grasstrack KELAS KEJURNAS.
Pembalap Grasstrack diperbolehkan mengikuti perlombaan di
kejuaraan Motocross/ Supercross sesuai dengan kelas dan usianya
tetapi tidak mendapatkan point pada kejuaraan tersebut.

Waktu setiap balapan :

LIHAT JADWAL ACARA KEJUARAAN NASIONAL

Waktu antara balapan pertama dengan balapan kedua harus
mempunyai waktu istirahat minimum 90 Menit.
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01.14 START

01.14.1 Tempat Start
Lebar lintasan pada tempat/garis start harus dapat dipergunakan kendaraan
dan sejajar. Harus ada jarak 1 meter untuk setiap kendaraan pembalap.

01.14.2 Garis Start
Tempat garis start harus berada pada garis melintang yang sama, jadi semua
pembalap mempunyai kesempatan yang sama.

Maximum 30 pembalap yang diperbolehkan turut serta dalam start.

Jumlah pembalap dan posisinya tersebut berdasarkan dari hasil
Qualifying Time Trail (QTT).
Jumlah minimal starter adalah 5 pembalap agar kelas dimaksud dapat
dilombakan.

01.14.3 Pintu Start
Pintu start harus dirancang melintang dan melipat / turun pada saat
dipergunakan dengan sudut maksimum 80 derajat
Rancangan konstruksi tersebut harus kuat dan kaku. Harus dapat dikontrol
secara manual atau dengan remote.

Minimum tinggi dari pintu start tersebut 50 cm dan maksimum 52 cm. Lebar
dari konstruksi dasar beton dari pintu start tidak boleh lebih dari 60 cm.
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01.14.4 Tata Cara Start
Untuk semua Kejuaraan Nasional, sebelum setiap balapan, berikut
tata cara yang harus dilaksanakan di waiting zone :

10 menit sebelum start : Pintu waiting zone sudah harus ditutup.
Semua kendaraan sudah harus berada di waiting
zone. Hukuman untuk pelanggaran dari peraturan
ini adalah diusulkan pemecatan dari balapan.

Pembalap cadangan yang tidak dapat turut serta
dalam start harus keluar dari waiting zone.

Papan 10 menit dikeluarkan / diperlihatkan. Setelah adanya signal/tanda,
hanya pembalap dan 2 (dua) orang, (1 mekanik dan pemegang payung).
Petugas televisi dan panitia yang tidak berkepentingan harus meninggalkan
daerah waiting zone.
Tidak diperbolehkan adanya orang menuju pintu start pada saat tersebut.

4 menit sebelum start : Papan 4 menit dikeluarkan / diperlihatkan.
Setelah adanya signal / tanda, pembalap harus
memakai helmnya dan bersiap untuk start
balapan.

Mekanik dan pemegang payung harus tetap di
Waiting zone
Tidak diperbolehkan adanya orang menuju pintu
start pada saat tersebut.

3 menit sebelum start : Papan 3 menit dikeluarkan /diperlihatkan.
Atas perintah Pimpinan Perlombaan, setelah suatu
signal / tanda,.pembalap meninggalkan waiting
zone untuk selanjutnya menuju pintu start.
Mekanik dan pemegang payung yang berada di
waiting zone harus tetap berada di waiting zone
sampai dengan dilakukannya start.
Selain pembalap, baik petugas televisi maupun
panitia yang tidak berkepentingan dilarang untuk
menuju kepintu start pada saat tersebut.
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Cara memasuki atau memilih pintu start bagi pembalap pada kedua
balapan berdasarkan hasil pengambilan waktu/QTT untuk kelas
65cc, 85cc, MX2 Junior dan MX2.

Untuk Kejuaraan Nasional tidak diperbolehkan adanya baris kedua,
pintu start yang harus disediakan adalah sebanyak 30 posisi dalam
satu baris.
Bila seorang pembalap telah mengambil tempat pada pintu start,
pembalap tersebut tidak dapat lagi mengganti tempatnya, kembali
ke waiting zone atau menerima/mendapatkan bantuan sebelum
start tidak diperbolehkan.

Jika seorang pembalap mengalami kerusakan mesin di pintu start,
dia harus tetap menunggu untuk mendapatkan bantuan sampai
pintu start telah terbuka. Pada saat pintu start telah terbuka dia
dapat menerima bantuan oleh mekaniknya hanya di posisi tersebut.
Hukuman untuk pelanggaran peraturan ini adalah diusulkan
pemecatan dari balapan.

Start bersama - sama akan dilakukan dengan cara mesin
dihidupkan, petugas starter akan memegang keatas bendera hijau,
dimana pada saat tersebut peserta berada dibawah perintahnya
sampai semua

pembalap telah berada di garis start. Setelah semua pembalap telah
berada digaris start, petugas starter akan mengangkat tanda “15
detik” untuk hitungan 15 detik penuh. Setelah hitungan dari “5 detik“
dimana pintu start akan terbuka antara waktu 5 dan 10 detik setelah
tanda “5 detik” diperlihatkan

Anggota Dewan Jury akan mengontrol cara kerja dari pintu start.

Untuk Kejuaraan Nasional semua starter harus berada dalam satu
garis.

Daerah didepan pintu start harus mempunyai batasan dan harus
dipersiapkan dengan baik agar semua pembalap mendapat
kemungkinan atau kesempatan yang sama. Tidak seorangpun boleh
berada didaerah ini, kecuali panitia dan photografer, dan tidak
diperbolehkan merapikan daerah ini.
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Tidak seorangpun boleh berada didaerah ini kecuali pembalap dan panitia
yang berkepentingan dapat diijinkan berada dibelakang pintu start. Pembalap
dapat diijinkan untuk memperbaiki daerah ini asalkan tanpa menggunakan
alat atau mendapat bantuan dari luar sanksi pemecatan.

01.14.5 Kesalahan Start
Semua kesalahan start akan dinyatakan dengan bendera merah yang
dikibarkan. Pembalap diharuskan langsung kembali ke waiting zone dan start
ulang akan dilakukan secepatnya.

Pertukaran kendaraan tidak diperbolehkan setelah kesalahan start.

Pembalap cadangan tidak diperbolehkan turut serta setelah
kesalahan start.

01.14.6 Perbaikan dan Penggantian
Pembalap mempunyai kemungkinan untuk perbaikan atau menukar Silencer
(saringan knalpot) atau suku cadang lainnya didalam daerah perbaikan (repair
zone) pada saat balapan, sanksi diskualifikasi / Pemecatan.

01.15 PENCATAT WAKTU DAN LAP SCORER
Pencatat waktu dan lap score harus berada pada satu garis dengan garis
finish.

01.15.1 Petugas Pencatatan Waktu
Supaya dapat melaksanakan tugas - tugasnya, pencatat waktu pada
perlombaan harus menggunakan ketentuan perlombaan sebagai berikut:

01.15.1.1 Peralatan Pencatat Waktu
Peralatan pencatat waktu ( chronometer/stop watch ) dengan
1/10 detik dengan double split stop mekanisme sesuai dengan
waktu yang sesungguhnya.

01.15.1.2 Pencatat Waktu Cadangan
Pencatat waktu pada perlombaan harus mempunyai
chronometer / stop watch cadangan untuk mengecek
pembacaan dari alat yang sedang digunakan.
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01.15.2 Sistem Pencatat Waktu
Pembalap harus menyetujui / menerima semua macam / type / merk apa saja
dan sistem peralatan pencatat waktu yang dipergunakan.

01.16 PENGHENTIAN BALAPAN
Pimpinan Perlombaan mempunyai hak penuh untuk memberhentikan balapan
atas inisiatifnya sendiri untuk kepentingan keamanan, atau kasus lainnya
seperti force majeure dimana balapan harus sesegera mungkin diberhentikan
atau menunda sebagian dari seluruh balapan.
Jika balapan diberhentikan pada saat baru berjalan “X” menit (setengah dari
waktu balapan), balapan tersebut akan di start ulang lagi. Pembalap
diharuskan segera kembali ke paddock dan start ulang akan dilakukan 30
menit kemudian setelah start yang dibatalkan tadi.
Penggantian kendaraan (yang telah di scrutineering) diperbolehkan. Pemilihan
akhir kendaraan paling lambat 15 menit sebelum start ulang.

Pembalap cadangan dapat turut serta pada saat start ulang jika satu atau
lebih starter utama tidak diperbolehkan turut serta pada balapan tersebut
karena pemecatan oleh Pimpinan Perlombaan.

Pimpinan Perlombaan dapat memecat satu atau lebih pembalap untuk tidak
turut serta pada start ulang, kerena menganggap pemberhentian balapan
tersebut dikarenakan kesalahan pembalap yang bersangkutan.

Jika balapan diberhentikan setelah “X” menit (setengah dari waktu balapan)
telah dilalui, maka balapan tersebut akan diumumkan / dinyatakan sah.Urutan
finish dari pembalap akan dilihat pada lap sebelum bendera merah dikibarkan.
Semua pembalap yang diberhentikan oleh Pimpinan Perlombaan (yang
mempunyai hak untuk bendera merah ) akan ditempatkan sesudah pembalap
yang telah menempuh seluruh lap atau lap yang lebih banyak

Kecuali terjadi kesalahan start, balapan akan di start ulang hanya satu kali. Jika
diperlukan balapan distop lebih dari satu kali maka balapan tersebut akan
dinyatakan batal.
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01.17 BANTUAN DARI LUAR - MEMOTONG LINTASAN
Seluruh bantuan dari luar lintasan pada saat latihan dan balapan tidak
diperbolehkan kecuali dibantu / diangkat oleh petugas panitia yang terdaftar
atas inisiatifnya demi keamanan (keselamatan), hukuman untuk pelanggaran
ini adalah pemecatan.

Pada saat latihan dan balapan, konsultasi antara manajer, mekanik dan
pembalap hanya diijinkan didaerah perbaikan dan daerah signal. Pembalap
yang berhenti disepanjang lintasan untuk konsultasi dengan lainnya dapat
mengganggu pembalap lainnya, bila hal ini terjadi maka dapat diartikan sama
dengan mendapat bantuan dari pihak luar, hukuman untuk pelanggaran ini
adalah pemecatan.

Pada satu bagian dari lintasan harus ada suatu daerah untuk memperbaiki
kendaraan pada saat balapan. Pada daerah ini orang - orang yang
diperbolehkan masuk adalah mekanik yang terdaftar yang untuk memperbaiki
dan menyetel kendaraan pada saat balap, manager pemberi signal dan
utusan dari Industri.

Semua bagian dari kendaraan dapat dimodifikasi disetel dan ditukar, kecuali
frame (chassis) harus disegel. Untuk silencer (saringan suara dapat dilihat
pada FIM Technical Rules Art 79.03).

Semua pengisian ( bensin, oli dll ) harus dilakukan dalam keadaan mesin
mati. Semua pembalap yang masuk kedalam daerah perbaikan (repair zone),
pada saat akan keluar menuju lintasan diharuskan berhenti untuk menunggu
aba - aba dari petugas panitia, hukuman dari pelanggaran ini akan diusulkan
yang mengakibatkan pemecatan dari balapan.

Semua pembalap yang memasuki paddock pada saat berlangsungnya balapan
dengan mesin hidup tidak diperbolehkan memulai lagi balapan itu.

Pembalap tidak diperbolehkan memakai radio komunikasi.
Pembalap tidak diperbolehkan memakai/memasang kamera pada Helmet
kecuali pada kendaraan/sepeda motor.

Pembalap tidak diperbolehkan menggunakan alat penyangga pada daerah pintu
start.
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Memotong jalur lintasan tidak diperbolehkan. Hukuman untuk pelanggaran ini
pemecatan mulai dari latihan sampai balapannya. Jika diperlukan, hukuman
lainnya akan ditentukan oleh Dewan Jury.

Pembalap yang meninggalkan jalur lintasan pada saat balapan berlangsung
dapat kembali mengikuti balapan dengan masuk kedalam jalur lintasan secara
perlahan, peserta harus kembali dari titik terdekat dimana tempat ia keluar
tanpa mendapat keuntungan.

Hukuman pemecatan akan diberikan kepada pembalap atas pelanggaran –
pelanggaran baik yang dilakukan oleh peserta dan juga anggota team (manager
dan crew) , sebagai berikut:

1. Memberikan keterangan palsu dalam formulir pendaftaran
2. Menjalankan kendaraan di dalam lintasan berlawanan arah.
3. Merokok dalam paddock atau waiting zone.
4. Melakukan gerakan / manuver / tindakan yang membahayakan

pembalap lainnya
5. Tidak mentaati perintah panitia sebelum, selama dan sesudah

perlombaan.
6. Melakukan tindakan-tindakan yang dianggap tidak sportif dan

merugikan umum baik sebelum, selama maupun sesudah
perlombaan berlangsung.

7. Tidak menghiraukan perintah berhenti dari Pimpinan Perlombaan
8. Berkelahi sesama pembalap atau bertindak kasar terhadap

panitia
9. Membawa minumam keras yang dapat memabukkan atau

menggunakan obat terlarang, obat perangsang dan sebagainya.
10. Tidak dapat menunjukkan Kartu Ijin Start ( KIS ).
11. Tidak lulus pada waktu scrutineering ulang.
12. Melakukan tindakan melawan petugas panitia, Pimpinan

Perlombaan, Juri dan Petugas lainnya
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01.18 SIGNAL DAN TANDA BENDERA

01.18.1 Signal
Panitia akan memberikan signal/tanda papan putih berukuran 75 cm X 60 cm
dengan angka hitam berukuran 50cm dengan ketentuan :

Signal / tanda Artinya

Papan 10 menit ( 10’ ) Hanya  pembalap dan 2 (dua) orang
(di waiting zone) (1 mekanik dan 1 pemegang payung),

petugas  televisi  dan  panitia  yang tidak
Berkepentingan harus    meninggalkan
daerah waiting zone.

Tidak diperbolehkan adanya orang menuju pintu start pada saat tersebut.

Papan 4 menit ( 4’ ) Pembalap harus memakai helmnya
(di waiting zone) dan bersiap untuk start balapan

Papan 3 menit ( 3’ ) Pembalap meninggalkan  waiting
(di waiting zone) zone  untuk menuju pintu start.

Papan 15 detik ( 15” ) 15 detik sebelum start dilakukan.
(di daerah start)

Papan 5 detik ( 5” ) Pintu start akan terbuka antara
(di daerah start) waktu 5 dan 10 detik.

011.18.2 Tanda Bendera

Panitia petugas bendera sebaiknya ditugaskan kepada laki -laki,
sedangkan ukuran semua bendera adalah 100 cm X 80 cm

Tanda Artinya

Bendera Merah, dikibarkan Stop untuk semua
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Bendera Hitam dengan papan Pembalap yang bersangkutan
nomer pembalap yang tertera diharuskan berhenti dan pembalap

tersebut tidak diperbolehkan
melanjutkan perlombaan.

Bendera Hitam dengan bulatan Pembalap yang  bersangkutan
Berwarna jingga (orange) diharuskan masuk kedaerah
dengan papan nomer pembalap perbaikan (pit) untuk melakukan
yang tertera perbaikan pada kendaraan, pembalap

tersebut masih dapat
melanjutkan perlombaan setelah
kendaraannya diperbaiki.

Bendera Kuning Bahaya, jalan perlahan - lahan,
persiapan untuk berhenti, dilarang
mendahului.

Sanksi dari pelanggaran ini (khusus bendera kuning), bila dilanggar akan
mengakibatkan pengurangan 1 ( satu ) putaran.

Bendera Biru dikibarkan Hati-hati  ada  pembalap yang akan
mendahului anda (anda akan di
overlap / disusul )

( Bendera Biru hanya dipergunakan oleh petugas bendera tambahan,
yang hanya bekerja khusus untuk bendera Biru )

Bendera Hijau Lintasan bebas / bersih untuk start
balapan.

( Bendera Hijau hanya dapat dipergunakan oleh petugas bendera khusus
pada saat akan dilakukan start balapan )

Bendera Hitam putih kotak-kotak Latihan atau balapan telah berakhir.

Bendera - bendera tersebut harus dalam keadaan polos (tanpa ada logo
sponsor).

Umur minimum petugas bendera adalah : 16 Tahun
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Panitia penyelenggara diharuskan memberikan nama - nama petugas bendera
dari setiap pos dimana daftar nama - nama tersebut harus diberikan kepada
Ketua Jury sebelum rapat Jury pertama dimulai.

Petugas bendera harus memakai seragam dengan warna yang netral, tidak
diperbolehkan memakai seragam dengan warna kuning atau merah, hal ini
dimaksudkan agar tidak terjadi salah pengertian dengan bendera.
Untuk setiap pos harus ada minimum 2 (dua) orang petugas dimana 1 (satu)
satu orang memengang bendera dan 1 (satu) satu orang lainnya untuk
memberikan bantuan untuk keamanan kepada pembalap.

Tambahan 1 (satu) orang petugas juga dibutuhkan untuk disetiap jump.

Petugas bendera harus tetap berada didaerah lintasan sampai dengan
berakhirnya waktu protes.

01.19 MELEWATI GARIS KONTROL
Pada saat kendaraan pembalap melewati garis kontrol sudah harus tercatat
dan begitu juga saat sebagian kendaraan pembalap melewati garis kontrol.

01.20 SCRUTINEERING DAN VERIFIKASI
Scrutineering harus sesuai dengan prosedur (FIM Motocross Technical Rules)
dengan jadwal sesuai Peraturan Motocross Ikatan Motor Indonesia dan
Peraturan Perlombaan Tambahan dari kejuaraannya

01.20.1 Kebisingan Suara Setelah Setiap Balapan
Segera setelah berakhirnya balapan dari dua balapan yang telah ditentukan, 3
(tiga) kendaraan akan dipilih secara acak oleh Dewan Jury untuk diperiksa
kembali kebisingannya.

Setiap pembalap yang kendaraannya melebihi limit kebisingan (dBA 98 + 2) -
apakah salah satu dari pembalap yang dipilih secara acak atau pembalap lain
yang kendaraannya termasuk ikut diperiksa - akan dikenakan hukuman 1
(satu) menit tambahan waktu dari yang ditempuh pembalap tersebut pada
saat balapan.

Setelah penambahan waktu 1 (satu) menit tersebut, pembalap yang
bersangkutan akan ditempatkan urutannya dengan pembalap lain yang telah
menempuh jumlah putaran lap yang sama, sesuai dengan waktu tempuhnya.
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Akan tetapi pembalap mempunyai kesempatan untuk memperbaikinya dan
kendaraan tersebut harus diperiksa ulang sebelum start balapan berikutnya.
Untuk itu petugas scrutineering harus tetap berada ditempatnya dengan
peralatannya.

Pasal ini berlaku untuk kendaraan yang masuk finish dalam keadaan
utuh / sesuai dengan peraturan tentang spesifikasi sepeda motor.
Hukuman pada pasal ini dapat dijatuhkan sesuai dengan peraturan
jika alat pengukur kebisingan tersedia di tempat pemeriksaan
akhir kendaraan.

01.20.2 Final Verifikasi
Segera setelah balapan terakhir selesai 5 (lima) kendaraan terdepan pada
setiap balapan ditambah 1 (satu) kendaraan yang dipilih secara acak harus
berada didaerah tertutup untuk pemeriksaan ulang. Kendaraan tersebut harus
tetap berada di daerah tersebut selama 30 menit dihitung dari waktu finish
pembalap terdepan. Hal ini dilakukan bila ada yang protes menghendaki
untuk diuji ulang.

Pemeriksaan teknik yang dilaksanakan setelah selesainya lomba
meliputi semua aspek tentang spesifikasi teknik sepeda motor ,
contohnya : saringan knalpot (silencer), tuas rem, jok/ tempat duduk, rem
depan , rem belakang dan lainnya yang sesuai aspek safety serta spesifikasi
kendaraan sanksi Pemecatan / diskualifikasi.

Dalam hal tertentu, Dewan Juri berhak / berwenang  memerintahkan
melakukan Bongkar Mesin  terhadap 5 (lima) kendaraan yang finish
terdepan ditambah dengan minimal 1 (satu) kendaraan yang dipilih secara
acak disemua kelas yang dilombakan tanpa menunggu adanya Protes.

01.20.3 Biaya Protes Yang Menyangkut Masalah Mesin
Biaya untuk protes masalah mesin sebesar Rp. 2.500.000,- ( Dua juta
lima ratus ribu rupiah) dimana biaya tersebut harus dibayar oleh pihak
yang kalah kepada mekanik dan pembalap yang telah membuka mesinnya.

01.20.4 Pemeriksaan Bahan Bakar
Pemeriksaan bahan bakar akan dilakukan sesuai Art 63.05 FIM Motocross
Technical Rules. Pembalap yang melakukan / melanggar aturan yang telah
ditentukan akan dikenakan hukuman pemecatan dari seluruh balapan.
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01.20.5 Anti doping dan alkohol tes
Pemeriksaan anti doping dan alkohol tes akan dilakukan sesuai FIM Medical
Code. Pembalap yang terbukti melakukan / melanggar aturan yang telah
ditentukan akan dikeluarkan hukuman pemecatan dari seluruh balapan.
Hukuman selanjutnya mungkin akan diberikan.

01.21 HASIL
Pemenang dari suatu balapan adalah pembalap yang lebih dahulu melampaui
garis ‘finish’. Pembalap yang masih berlomba akan dihentikan apabila melewati
garis finish.

Waktu disaat sebuah motor melewati garis control akan dicatat pada saat
sebagian besar badan motor melewati garis tersebut.

Apabila melewati garis control / Finish, Pembalap harus selalu ada kontak
dengan motornya dan dalam keadaan utuh / sesuai dengan peraturan tentang
spesifikasi kendaraan, contohnya : saringan knalpot (silencer), tuas rem, jok/
tempat duduk, rem depan , rem belakang dan lainnya yang sesuai aspek safety
serta spesifikasi kendaraan.

Balapan berakhir pada saat selesai/putaran lengkap dimana bendera Finish /
chequered flag dikibarkan pada si pemenang.

Semua pembalap yang ikut ambil bagian dalam balap akan diklasifikasikan
secara urutan finish dan jumlah putaran lap yang telah diselesaikan, yaitu
semua pembalap yang finish pada lap yang sama dengan pemenang akan
diklasifikasikan dengan urutan sesuai siapa dulu yang melewati garis finish,
diikuti oleh pembalap yang menyelesaikan kurang satu lap, lalu kurang dua lap
dan seterusnya. Pembalap harus melampaui garis finish dalam waktu 5 menit
setelah waktu tiba si pemenang, yaitu pembalap-pembalap mempunyai waktu 5
menit untuk menyelesaikan putaran/lap atau tidak akan dihitung pada hasilnya.
Pembalap harus menyelesaikan 75 % dari jumlah lap pembalap terdepan dan
melewati bendera Finish.Prosedur ini untuk memastikan klasifikasi dalam hasil
para pembalap yang tidak menyelesaikan putaran dalam waktu 5 menit setelah
kedatangan si pemenang akan diurut menurut jumlah putaran yang telah
diselesaikan, dan apabila terjadi hasil yang sama, maka disesuaikan dengan
urutan finish pada akhir putaran yang terdahulu.
Apabila bendera Finish / chequered flag salah dikibarkan setelah waktu resmi /
jarak, maka urutan pemenang akan diputuskan oleh
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urutan waktu pembalap yang sedang berlangsung di catatan waktu/jarak
resmi panitia.

Di situasi-situasi lain, kesalahan mengibarkan bendera Finish / chequered flag
sebelum waktu/jarak resmi panitia, maka urutan finish akan diputuskan oleh
urutan dimana pada waktu bendera finish dikibarkan.

Pemenang adalah pembalap yang telah mengumpulkan nilai/poin terbanyak,
juara kedua adalah pembalap yang telah mengumpulkan nilai kedua
terbanyak, dan begitu seterusnya, masing-masing tergantung dari jumlah
balapan yang telah diselesaikan.

Apabila terjadi ada hasil yang sama, nilai yang didapat pada balap kedua akan
menentukan urutan pemenang di posisi final di perlombaaan.

Hasil keseluruhan akan diselesaikan oleh pembalap yang belum mendapat
nilai di Kejuaraan Nasional. Mereka akan diurutkan dengan menambah posisi
mereka di race 1 dan race 2. Pembalap yang telah mendapatkan penempatan
keseluruhan terkecil akan ditempatkan dibelakang pembalap yang telah
mencetak poin. Dan ini akan diikuti oleh yang belum mendapatkan poin ke
dua dan seterusnya.

Apabila terjadi hasil yang sama, posisi di balapan kedua akan ditentukan oleh
urutan di posisi akhir pembalap dari balapan tersebut yang belum mendapat
poin.
Apabila pada saat start pembalap melakukan jump start dan lolos
melewati starting gate/pintu start, maka pembalap tersebut akan
dikenakan waktu 20 detik dari waktu tempuh balapan (apabila
memakai transponder) dan pengurangan 1 (satu) lap dari waktu
tempuh balapan (apabila memakai sistem manual)

Seluruh hasil harus disahkan oleh Dewan Jury.

Hasil lomba baru dinyatakan resmi atau sah setelah berakhirnya jangka waktu
protes
Apabila protes diajukan, hasil belum dinyatakan resmi atau sah sampai
adanya keputusan yang dibuat oleh juri.
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Apabila permohonan naik banding diajukan untuk melawan keputusan dari juri,
maka hasil-hasil belum dapat dianggap sebagai definitive, sampai sebuah
keputusan akhir telah dimbil oleh sebuah badan/panitia yang kompeten.

Diharuskan kepada semua penyelenggara untuk segera setelah
selesainya kedua balapan tersebut untuk mengirim hasil-hasil kejuaraan
kepada P.P. IMI dan penyelenggara kejuaraan berikutnya.

01.22 ANGKA UNTUK KEJUARAAN
Angka yang akan diberikan kepada pembalap untuk setiap balapan
adalah :

Juara 1 : 25 Juara 11 : 10
Juara 2 : 22 Juara 12 : 9
Juara 3 : 20 Juara 13 : 8
Juara 4 : 18 Juara 14 : 7
Juara 5 : 16 Juara 15 : 6
Juara 6 : 15 Juara 16 : 5
Juara 7 : 14 Juara 17 : 4
Juara 8 : 13 Juara 18 : 3
Juara 9 : 12 Juara 19 : 2
Juara 10 : 11 Juara 20 : 1

01.23 PROTES
Protes harus diajukan sesuai dengan yang tertera dalam pasal 49 buku
Peraturan Nasional Olahraga Bermotor dengan disertai uang jaminan sebesar
Rp. 1.000.000,- ( Satu juta rupiah ).
Protes secara kolektif tidak dapat diterima

01.24 PEMBAGIAN HADIAH
Juara pertama sampai ketiga setiap balapan diharuskan mengikuti acara
pembagian hadiah dan harus segera dilakasanakan setelah berakhirnya setiap
balapan dan wajib diikuti oleh peserta
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01.25 JUMPA PERS
Juara dari tiap balapan, keseluruhan balapan dan pembalap yang
diundang khusus oleh panitia diharuskan mengikuti acara jumpa
pers secara singkat setelah acara pembagian hadiah.

01.26 HADIAH DAN PIALA

01.26.1 Hadiah uang
Minimum hadiah uang untuk setiap balapan/moto adalah :

Kelas 85cc Kelas MX2

Posisi Posisi
1. Rp.  900.000,- 1. Rp.   1.700.000,-
2. Rp.  700.000,- 2. Rp. 1.400.000,-
3. Rp. 600.000,- 3. Rp 1.200.000,-
4. Rp.  550.000,- 4. Rp. 1.000.000,-
5. Rp.  500.000,- 5. Rp. 800.000,-
6. Rp.  450.000,- 6. Rp. 700.000,-
7. Rp. 400.000,- 7. Rp. 600.000,-
8. Rp.  300.000,- 8. Rp. 550.000,-
9. Rp.  250.000,- 9. Rp. 500.000,-
10. Rp.  200.000,- 10. Rp. 400.000,-

Kelas MX2 junior Kelas MX2 Novice (total point)

Posisi Posisi
1. Rp. 1.000.000,- 1.   Rp. 1.000.000,-
2. Rp. 800.000,- 2.   Rp.    800.000,-
3. Rp. 700.000,- 3.   Rp.    700.000,-
4. Rp. 600.000,- 4.   Rp.    600.000,-
5. Rp. 500.000,- 5.   Rp.    500.000,-
6. Rp. 450.000,-
7. Rp. 400.000,-
8. Rp. 350.000,-
9. Rp. 300.000,-
10. Rp. 200.000,-
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Kelas 65cc (total point) Kelas 50cc (total point)

Posisi Posisi
1. Rp.   1.000.000,- 1.    Rp.  900.000,-
2. Rp.      800.000,- 2.    Rp.  700.000,-
3. Rp.      700.000,- 3.    Rp.  600.000,-
4. Rp.      600.000,-
5. Rp.      500.000,-

01.26.2 PIALA

Piala akan diberikan kepada pembalap dengan total point/angka tertinggi
untuk kelas :

65cc 85cc MX 2 Junior MX 2

Juara 1 Juara 1 Juara 1 Juara 1
Juara 2 Juara 2 Juara 2 Juara 2
Juara 3 Juara 3 Juara 3 Juara 3
Juara 4 Juara 4 Juara 4 Juara 4
Juara 5 Juara 5 Juara 5 Juara 5

Khusus untuk kelas 50cc dan 65cc Novice untuk Piala juara 1 s/d 10.

01.27 INTEPRETASI
Bila terdapat intepretasi dari peraturan ini maka peraturan yang
dipakai adalah peraturan FIM.
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STANDARD SIRKUIT MOTOCROSS

02.1 INSPEKSI
02.1.1 lnspeksi
02.1.2 Homologasi
02.1.3 Pemeriksaan

02.2 LINTASAN
02.2.1 Umum
02.2.2 Panjang
02.2.3 Lebar
02.2.4 Jarak bebas
02.2.5 Kecepatan
02.2.6 Keamanan penonton dan pembalap
02.2.7 Rintangan
02.2.8 Daerah start

02.2.8.1 Penempatan pintu start
02.2.8.2 Lintasan lurus tempat start

02.2.9 Waiting zone
02.2.10 Pos signal
02.2.11 Pencatat waktu dan lap scorer
02.2.12 Daerah perbaikan dan signal

02.3 PINTU START

02.4 PADDOCK PEMBALAP

02.5 PEMASANGAN INSTALASI - PERALATAN
02.5.1 Lokasi kantor panitia
02.5.2 Pemasangan instalasi paddock pembalap
02.5.3 Pemasangan instalasi pers
02.5.4 Ruangan Jury
02.5.5 Ruangan pencatat waktu dan lap scorer
02.5.6 Sistem pengeras suara
02.5.7 Pemasangan instalasi penonton
02.5.8 Alat berat

PERATURAN MOTOCROSS 86 IKATAN MOTOR INDONESIA



02.6 PELAYANAN DARURAT
02.6.1 Pelayanan kesehatan
02.6.2 Pelayanan pemadam kebakaran

DIAGRAM  MOTOCROSS (Art. 31.01)

DIAGRAM  A - J
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STANDARD SIRKUIT MOTOCROSS
IKATAN MOTOR INDONESIA

02.1 INSPEKSI

02.1.1 Inspeksi
Komisi Motocross IMI Pusat harus menginspeksi dan menyetujui semua
sirkuit. Inspeksi ini harus dilakukan dimana juga harus dibuat / dilampirkan
dengan gambar rencana dengan skala perbandingan 1 : 1000 dimana didalam
gambar rencana tersebut harus menunjukkan semua lokasi : jump, kantor
panitia, pos signal, pos kesehatan, ambulance, ruang pers dan ruang jury.

Panjang lintasan harus diukur secara akurat yang akan menyatakan panjang
yang tepat dari rencana gambar tersebut. Ukuran ini harus dibuat sepanjang
garis center dari lintasan itu. Dimana hal tersebut juga merupakan
rekomendasi untuk membuat catatan dari sirkuit yang di inspeksi yang akan
disampaikan kepada IMI Pusat bersama laporan dari hasil inspeksi.

Pertanggungan jawab dari aplikasi untuk membuat lapangan yang diinspeksi
atau akan diinspeksi ulang tergantung pada informasi dari IMl Provinsi kepada
IMI Pusat untuk menginformasikannya paling lambat 1(satu) bulan sebelum
dipergunakan.

Lintasan yang akan dipergunakan untuk Kejuaraan Nasional
Motocross wajib di inspeksi minimum 2 (dua) minggu sebelum
kejuaraan dimulai, apabila inspeksi belum dilaksanakan dalam
waktu tersebut maka status Kejuaraan Nasionalnya dibatalkan.

Inspektur yang ditunjuk oleh IMI Pusat haruslah seorang pemegang licence
yang masih berlaku sebagai Sporting Steward untuk Motocross. Pada
umumnya apabila lapangan akan diinspeksi untuk pertama kali dilakukan pada
sirkuit yang belum pernah diinspeksi maka inspektur yang akan melakukan
inspeksi tersebut harus merupakan anggota komisi Motocross IMI Pusat pada
saat itu.

02.1.2 Homologasi
Jika inspeksi itu dilakukan sesuai Standard pada saat itu, maka inspektur yang
ditunjuk oleh komisi Motocross IMI Pusat akan mengusulkan kepada IMI
Pusat untuk memberikan homologasi sirkuit tersebut. Bila sirkuit tersebut
telah di homologasi tidak diperbolehkan adanya perubahan, kecuali dalam hal
keselamatan / darurat.
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Dimana hal ini harus disetujui oleh Komisi Motocross IMI Pusat bahwa sirkuit
yang di inspeksi adalah sirkuit yang sama yang akan dipergunakan untuk
kejuaraan.

lnspektur akan menyebutkan kelas - kelas kendaraan yang direkomendasikan
untuk dipakai dalam sirkuit tersebut dan jika perlu akan menunjukkan
perubahan - perubahan yang harus dilakukan terhadap sirkuit tersebut
dimana perubahan -perubahan tersebut hanya bersifat kecil dan IMI Provinsi
bertanggung jawab bahwa perubahan tersebut telah dilakukan sebelum
kejuaraan diselenggarakan.
Homologasi dari sirkuit permanen akan diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga)
tahun sedangkan untuk sirkuit non permanen homologasi akan diberikan
untuk 1 (satu) kejuaraan.

02.1.3 Pemeriksaan
Untuk pemeriksaan sirkuit dan perlengkapan - perlengkapannya harus
dilakukan oleh Ketua Jury dengan didampingi oleh Pimpinan Perlombaan yang
akan dilakukan pada hari Jumat jam 14.00 dengan melibatkan : Anggota Jury,
Sekretaris Perlombaan dan 2 (dua) orang wakil Pembalap. Jika diperlukan,
pemeriksaan sirkuit ke 2 dapat dilakukan.

Bila diperlukan adanya perbaikan pada sirkuit tersebut, maka Pimpinan
Perlombaan bertanggung jawab penuh untuk perbaikan - perbaikan yang
harus diIakukan.

02.2 LINTASAN

02.2.1 Umum
Lintasan dapat dibuat permanen atau sementara.

Penggunaan bahan harus semata - mata alami ( pasir atau tanah ).

Lintasan tidak boleh melewati genangan air dan tidak terlalu berbatu.
Penggunaan beton diatas lintasan dilarang.

02.2.2 Panjang
Panjang lintasan tidak boleh kurang dari 1.200 meter (walaupun panjang
lintasan harus dikurangi karena kondisi yang jelek) dan tidak boleh lebih dan
2.000 meter ukuran garis center (Lihat Diagram A).
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02.2.3 Lebar
Lebar pada titik tertentu tidak boleh kurang dari 5 meter. Minimum lebar yang
direkomendasikan adalah 8 meter. Dilintasan tidak diperbolehkan adanya
rintangan ( pohon ) / (Lihat Diagram A).

02.2.4 Jarak Bebas
Jarak bebas antara lintasan dengan semua rintangan yang ada diatas
permukaan tanah harus minimum 3 meter (Lihat Diagram A).

02.2.5 Kecepatan
Lintasan harus mempunyai batas kecepatan maximum 55 km per jam
(kecepatan rata - rata diambil untuk / dari 1 balapan yang komplit) dan tidak
boleh terdapat lintasan lurus yang terlalu panjang.

02.2.6 Keamanan Penonton dan Pembalap
Semua tempat dimana penonton dilarang masuk harus dipasang pagar atau
rintangan. Pagar penonton harus kuat dan cukup tinggi untuk mengontrol
penonton.

Penggunaan anjing untuk keamanan dilarang didaerah : pembalap, mekanik,
signal dan press

Pada tiap sisi diseluruh lintasan harus ada daerah netral yang cukup lebar dan
memadai untuk keamanan pembalap dan penonton. Lebar daerah netral bisa
berbeda - beda menurut keadaannya, akan tetapi tidak boleh kurang dari 1
meter.

Pada daerah bebas harus dipasang pagar atau rintangan dibagian penonton
dan dipasang pembatas disisi bagian lintasan. Pemasangan pembatas
didaerah bebas harus tidak lebih tinggi dari 500 mm diatas permukaan tanah
dan mempunyai lebar / diameter maximum 25 mm. Pembatas lintasan harus
dipasang dengan pita (untuk keamanan tali tidak diperbolehkan). Bahan dari
pembatas harus terbuat dari kayu (mudah patah) atau bahan yang flexible

Sewaktu - waktu penggunaan pembatas penanton akan digunakan dari besi,
harus terbuat dari bentuk yang sama, tanpa adanya sudut yang lancip pada
tiap sambungan. Perhatian khusus harus diberikan untuk keamanan
pembalap. Untuk itu tiang kaki yang berdiri dari pagar pembatas tidak boleh
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menonjol keluar naik. Tiang kaki yang berdiri harus diberikan / ditutup oleh
penghalang dari karung tumpukan rumput / pasir setiap saat.

Lintasan yang terletak sejajar dengan lintasan lainnya harus dipisahkan dan
dilindungi oleh pagar pembatas dari pagar kayu, karung tumpukan rumput /
pasir atau pagar plastik. Tali juga dapat digunakan untuk memisahkan
lintasan tetapi tidak boleh sebagai pengganti dari tanda lapangan. Perhatian
yang khusus harus diberikan / ditempatkan pada lintasan - lintasan yang
berjajar rapat tersebut sehingga tidak ada keuntungan yang tidak adil yang
bisa diperoleh pembalap yang melakukan pemotongan lintasan tersebut.

Lintasan diusahakan harus dalam keadaan basah, jika perlu setiap saat
sebelum antara balapan harus dengan kondisi yang sama, hal ini
dimaksudkan untuk menjaga dan menjamin penonton dan pembalap bebas
dari debu yang berlebihan. Sistem penyiraman yang effisien harus disediakan
untuk menyiram seluruh lintasan. (Lihat Diagram B)

Perhatian / pengumuman yang khusus harus diberikan oleh keamanan
didaerah garis finish untuk mencegah team, pers, penonton dan lainnya untuk
menyerbu lintasan pada saat balapan berakhir. Tinggi dari pagar didaerah ini
harus diberikan khusus dengan tinggi minimum 1,5 meter.

Penggunaan ban di sirkuit tidak diperbolehkan, kecuali hanya untuk pembatas
tikungan bagian dalam, jika ban akan dipergunakan untuk pembatas tikungan
bagian dalam, hanya ban kendaraan jenis sedan yang boleh dipergunakan
dan harus ditempatkan dengan posisi horizontal dengan ketinggian maximum
500 mm.

02.2.7 Rintangan
Perhatian yang khusus harus diberikan pada sudut dari awalan jump. Setiap
jump harus mempunyai nomer lokasi dan harus terpasang juga tertulis di peta
sirkuit. Tinggi, lebar dan panjang dari setiap jump harus tertulis didalam
laporan formulir inspeksi dan tidak diijinkan diganti dari ukurannya.

02.2.8 Daerah Start
Daerah start harus dipasang pagar untuk mendapatkan Standard keamanan
yang baik untuk orang - orang, dan diperlukan batas - batas didaerah ini
untuk pemegang pas tanda masuk sesuai dengan fungsinya.
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02.2.8.1 Penempatan Pintu Start
Pintu start harus berada pada garis melintang yang sama, jadi semua
pembalap mempunyai kesempatan yang sama.

Untuk Kejuaraan Nasional tidak diperbolehkan adanya baris kedua. Pintu start
yang harus disediakan adalah sebanyak 30 posisi (minimum) / (Lihat Diagram
D).

02.2.8.2 Lintasan Lurus Tempat Start
Panjang dari lintasan lurus setelah start tidak boleh lebih dari 125 meter (
jarak dari pintu start ketitik dalam tikungan pertama ). Minimum panjang
lintasan lurus setelah start adalah 80 meter.

Tidak boleh ada jump didaerah ini (lihat Diagram D).

02.2.9 Waiting Zone
Daerah start harus dipasang pagar pemisah dengan waiting zone, dimana
didalam waiting zone harus dipasang pembatas untuk menaruh kendaraan

Waiting zone harus ada pagar yang memberi keamanan dan meyakinkan
didaerah ini dan juga menempatkan petugas yang bijaksana berada didaerah
ini untuk memeriksa orang - orang yang berhak masuk sesuai dengan pas
masuknya.

Didaerah ini harus sepatutnya mendapat keamanan yang baik untuk
menghindari segala kemungkinan sekecil mungkin untuk orang - orang yang
tidak mempunyai pas masuk.

Dianjurkan untuk semua orang didaerah ini harus berpakaian baik dan
berseragam team agar terlihat profesional.

Jam dengan waktu resmi panitia harus terlihat jelas yang harus dipasang
diatas pintu masuk waiting zone (Lihat Diagram E).

02.2.10 Pos Signal
Harus ada nomor dari pos signal panitia ( pos bendera ) diseluruh lintasan
untuk keterangan kepada pembalap pada saat balapan. Pos harus tersendiri
dan menunjukkan lokasi terpilih, dengan begitu tanda yang diberikan akan
terlihat jelas untuk pembalap.
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Tempat dimana posisi panitia pos signal berada harus mempunyai keamanan
yang paling baik.

Pos harus terletak dengan baik agar dapat menjamin seluruh pandangan
lintasan dapat terlihat oleh panitia (Lihat Diagram E).

02.2.11 Pencatat Waktu dan Lap Scorer
Pencatat waktu dan lap scorer harus berada pada satu garis dengan garis
finish.

Garis putih melintas harus dibuat didepan pencatat waktu, dan tempat
pencatat waktu harus berhadapan dengan lintasan.

02.2.12 Daerah Perbaikan dan Signal
Sepanjang lintasan harus ada suatu daerah untuk perbaikan dan signal
selama balapan.
Daerah perbaikan dan signal harus dipasang pagar untuk memberi keamanan
yang baik terhadap orang - orang yang membutuhkannya didaerah ini dan
petugas akan mengawasi dan memberikan ijin kepada orang - orang yang
berhak masuk kedaerah ini sesuai dengan pas masuknya

Didaerah ini harus sepatutnya mendapat keamanan yang baik untuk
menghindari segala kemungkinan sekecil mungkin untuk orang - orang yang
tidak mempunyai pas masuk. Dianjurkan untuk semua orang didaerah ini
harus berpakaian baik dan berseragam team agar terlihat profesional.

Harus ada satu pintu masuk dan satu pintu keluar untuk memudahkan
pembalap masuk dan keluar daerah ini. Dipintu masuk menuju lintasan harus
dijaga oleh panitia petugas bendera setiap saat.

Daerah ini harus terlihat secara jelas oieh pembalap

Untuk alasan keamanan, daerah ini tidak boleh ditempatkan sebelum dan
sesudah jump.

Diusahakan untuk memasang monitor untuk display waktu didaerah signal
(Lihat Diagram F).
Suatu keharusan bahwa 30 pembalap tercatat / tercantum dalam monitor.
Posisi dari monitor tersebut tidak boleh lebih rendah 2 meter dari permukaan
tanah.
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02.3 PINTU START
Pintu start harus melintang dan melipat / turun pada saat dipergunakan.

Rancangan konstruksi tersebut harus kuat dan kaku. Harus dapat dikontrol
secara manual atau dengan remote. Petugas pembuka pintu start dan
mekanikal alat pembuka harus tertutup total dari penglihatan pembalap,
dengan begitu tidak akan ada perbedaan antara pembalap.

Minimum tinggi dari pintu start tersebut 500 mm. Lebar dari konstruksi dasar
beton dari pintu start tidak boleh lebih dari 600 mm.

Pembatas dibelakang pintu start harus terpasang agar pembalap tidak dapat
memundurkan kendaraannya.

Jarak antara pintu start dengan pembatas dibelakang harus 3 meter.

Pintu start harus dibuat untuk mencegah roda depan kendaraan pembalap
meluncur sewaktu - waktu jika pembalap mencoba start sebelum pintunya
terbuka. Pintu start juga harus dilengkapi dengan perlengkapan yang
mencegah pintu supaya tidak naik lebih dari 80 ( delapan puluh ) derajat
dari garis horizontal tanah.

Untuk Kejuaraan Nasional pintu start harus dengan cara individual melipat /
turun dengan minimum lebar untuk 30 meter (1 meter untuk setiap
kendaraan).

Sebelum start setiap balapan, penyelenggara harus merapikan daerah antara
pintu start dengan pembatas dibelakang (Lihat Diagram G).

Pemasangan advertising / iklan di pintu start diperbolehkan, asalkan tidak
mengganggu cara kerja dari pintu start. Semua advertising / iklan yang
dipasang di pintu start harus kuat dan aman untuk semua pintu start.

02.4 PADDOCK PEMBALAP
Paddock pembalap harus ada, apabila kondisi memungkinkan disesuaikan
pada area melintang dan harus mempunyai ukuran yang cocok dengan syarat
- syarat tertentu menurut lokasi dan jenis kejuaraan ( disesuaikan dengan
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kondisi di lapangan ). Dasar tanah daerah paddock harus dapat dilalui oleh
kendaraan penggangkut kendaraan pembalap dalam kondisi / cuaca apapun
juga. Perhatian khusus harus diberikan untuk saluran pembuangan air.

Penempatan dan pengaturan parkir didaerah paddock harus dijamin dapat
menampung kendaraan yang diperlukan. Jalan untuk keluar masuk daerah
paddock harus dapat dilalui setiap saat oleh kendaraan yang akan lewat.
Diharuskan menempatkan petugas untuk mengatur daerah ini.

Semua pembalap / team yang masuk ke paddock diharuskan setiap saat
untuk mempunyai alat pemadam kebakaran yang mudah digunakan untuk
keadaan darurat setiap saat.
Diperlukan adanya daerah terpisah untuk parkir kendaraan pribadi peserta
dan panitia dengan parkir mobil pendukung (mobil service) peserta untuk
team

Paddock pembalap harus mempunyai jalur langsung menuju daerah start.

Pintu masuk ke paddock dari lintasan dan pintu keluar dari paddock ke
lintasan harus pada sisi yang sama dan garis finish.

Lintasan untuk mencoba kendaraan harus ada dan seperti tempat tertutup
dimana dapat juga digunakan untuk menaruh kendaraan setelah finish setiap
balapan atau akhir balapan (waiting zone juga dapat dipergunakan jika
dipagar (Lihat Diagram H).

Dilarang membersihkan / mencuci kendaraan didaerah paddock jika
penyelenggara menyediakan daerah tersendiri untuk membersihkan / mencuci
kendaraan. Dianjurkan penyelenggara memasang instalasi keran air minimum
5 buah (diusahakan dengan memakai alat penyemprot air).

02.5 PEMASANGAN INSTALASI - PERALATAN

02.5.1 Lokasi Kantor Panitia
Lokasi dan kantor panitia harus terletak di pintu masuk sirkuit

02.5.2 Pemasangan Instalasi Paddock Pembalap
Paddock pembalap harus dilengkapi dengan kamar mandi dan toilet untuk
pria dan wanita dan diusahakan adanya tempat air minum.
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Tidak boleh diadakan pemungutan biaya untuk penggunaan fasilitas tersebut,
dan harus tetap terjaga kebersihannya selama kejuaraan berlangsung.

Didaerah paddock pembalap harus tersedia pos medical dan pos pemadam
kebakaran. Juga harus terdapat peralatan yang perlu untuk scrutineering dan
pemerikasan administrasi didaerah tertutup. Papan pengumuman panitia
harus terpasang di daerah ini.

02.5.3 Pemasangan Instalasi Pers
Minimum pemasangan instalasi untuk ruang pers harus tersedia

1 (satu) Ruang kerja dengan meja dan kursi (diusahakan tersedia Mesin
Ketik/Computer + Printer), Saluran telepon/Fax, Mesin Photo Copy      (Lihat
Diagram J)

Ruang pers harus mempunyai petugas dan harus mengetahui apa yang
diperlukan media dan harus buka untuk minimum satu jam setelah seluruh
balapan selesai.

Orang - orang yang diperbolehkan masuk ke ruangan ini adalah : Pers, Jury,
utusan IMI Daerah, IMI Representative dan utusan Industri.

02.5.4 Ruangan Jury
Suatu ruangan yang jauh dari suara balapan harus tersedia untuk digunakan
rapat oleh Jury.

Ruangan tersebut harus dapat dan mudah dicapai oleh pembalap, utusan
Industri dan lainnya untuk bertanya dan menyampaikan protes.

02.5.5 Ruangan Pencatat Waktu dan Lap Scorer
Lintasan harus dilengkapi dengan kontrol tower. Diusahakan didaerah tempat
yang tidak ribut dan cukup untuk menampung 4 orang. Harus dapat melihat
seluruh lintasan agar panitia dapat dengan mudah melakukan tugasnya
dengan baik setiap saat dengan kondisi apapun juga.

Untuk Kejuaraan Nasional harus ada petunjuk waktu pada saat latihan dan
balapan yang menyatakan waktunya berjalan (diusahakan memakai jam
elektrik). Harus terpasang digaris finish dan dapat dengan mudah terlihat oleh
pembalap.

PERATURAN MOTOCROSS 96 IKATAN MOTOR INDONESIA



02.5.6 Sistem Pengeras Suara
Sistem pengeras suara harus dipasang. Dapat dibuat kombinasi atau terpisah
untuk penonton atau pembalap. Pengeras suara untuk penonton harus
sempurna agar dapat didengar oleh semua penonton, begitu juga dideerah
paddock.

02.5.7 Pemasangan Instalasi Untuk Penonton
Pemasangan instalasi untuk penonton harus terdapat :

 Tribun penonton
 Parkir penonton
 Pos kesehatan
 Pos pemadam kebakaran
 Kantin

02.5.8 Alat Berat
Alat berat yang dapat bekerja harus tersedia dilintasan dari hari jumat jam
13.00

02.6 PELAYANAN DARURAT

02.6.1 Pelayanan Kesehatan
Semua kejuaraan harus mempunyai pelayanan kesehatan yang dikoordinatori
oleh Kepala Kesehatan yang bekerja untuk Panitia. Team kesehatan dan
peralatannya harus tersedia sesuai dengan kebutuhannya.
Rencana pertolongan pertama / evakuasi untuk orang yang cidera harus
disiapkan sebelum balapan oleh Panitia dan Koordinator Kesehatan.

02.6.2 Pelayanan Pemadam Kebakaran
Pelayanan pemadam kebakaran harus disiapkan diseluruh lintasan (pada titik
tertentu) dan juga didaerah paddock pembalap, waiting zone, daerah start
dan daerah perbaikan dan signal. Merokok dilarang didaerah paddock, waiting
zone serta daerah perbaikan dan signal

Dianjurkan menggunakan bahan pemadam DTE atau BCF.
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LAMPIRAN – 1

PERATURAN PERLOMBAAN TAMBAHAN
KEJUARAAN NASIONAL MOTOCROSS

Nama Kejuaraan : Kejuaraan Nasional Motocross
Kelas : 65 cc – 85 cc – MX2 Junior – MX2
Tanggal : ………………………………………………..
Penyelenggara : Pengprov IMI - .…………………………

……………………………………………Club
Tempat Penyelenggaraan : Lapangan Motocross …………………………

1. LINTASAN
Nama : Lapangan Motocross ..……………………….
Panjang Lintasan : ……………………………………….. Meter
Lebar Minimum : ……………………………………….. Meter

2. PROMOTOR
Nama ( Club ) : ……………………………………………….

Jl. …………………………………………….
TeIp. 62 - …………………………………....
Fax 62 - ………………………………………

Alamat Sekretariat : Seperti di atas
Sekretariat di Lapangan : Buka TgL.……../……./…...Jam.10.00 - 17.00

3. SUSUNAN PANITIA
Ketua Dewan Jury : …………………………Licence No.………..
Anggota Dewan Jury : …………………………Licence No…………

…………………………Licence No…………
Sekretaris Dewan Jury : …………………………
Pimpinan Perlombaan : …………………………Licence No…………
Sekretarts Perlombaan : …………………………Licence No…………
Koord. Scrutineering : …………………………Licence No…………
Koord. Time keeper : …………………………Licence No…………

4. PENDAFTARAN
Pendataran peserta harus dikirimkan ke Panitia Penyelenggara paling
lambat tanggal …………… 20... Jam. 17.00 (1 minggu sebelum hari
perlombaan ) dengan disertai uang pendaftaran sebesar Rp. 400.000,-
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